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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P   U   T   U   S   A   N

NOMOR :  45/G/2010 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  

te lah  menja tuhkan  putusan  dengan   per t imbangan  -  

per t imbangan   seper t i  te rsebu t  d ibawah  in i ,  da lam 

sengketa   anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TJHIA  LIONG FAT,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Wiraswasta ,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Ja lan  Batu  Ni rwana  I I  RT 006  RW 

002  Kelu rahan  Semambung  Lama,  

Kecamatan  Buk i t  In tan ,  Kota  

Pangka l  Pinang,  Prop ins i  Bangka  

Bel i t ung ,   yang  dalam  hal  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :  - - - -

KANTA  CAHYA,  SH.   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Warganegara  Indones ia ,  peker j aan  

Advokat  pada  Kanto r  Advokat  dan  

Konsu l t as i  Hukum   KANTA CAHTA,  

SH.  &   ASSOCIATES bera lamat  di  

Ja lan  Jendera l  Sudi rman  No.  217  

Halaman  1 da r i  102  ha l aman  Putu s a n  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakar ta  –  41115,  Jawa  Bara t ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  006  /  SK /  KC /  2010  

tangga l  20  Maret  

2010  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    PENGGUGAT ;  

Melawan :

1. KEPALA     BADAN     PERTANAHAN     NASIONAL 

REPUBLIK

 INDONESIA  berkedudukan  di  Ja lan  Sis ingamangara ja  

No.  2  Jakar ta  Sela tan ,  da lam  ha l  

in i  member ikan  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

N a m a :  

R.B.  Agus Wid jayan to ,  SH.  

M.Hum.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Jabatan : Di rek tu r  Perkara  

Per tanahan  ;

2.  N a m a :  Ar i  

Machkota ,  SH.  M.Hum.  

2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- - - -

Jabatan : Kepala  Sub  Di rek to ra t  

Perkara  Wi layah  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

3.  N a m a :  Abgr id  

Pranowo,  SH.  CN. ;  - - - -

Jabatan : Kepala  Seks i  Perkara  

Tata  Usaha  Negara  

Wi layah  I  ;  - - - - -

4.  N a m a :

Igna t i u s  Ard i  

Susanto ,  SH. ; - - - -

Jabatan : Kepala  Seks i  Perkara  

Perdata  Wi layah  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5.  N a m a : Reskah 

Har ta t i ,  SH. ; - - - - - - - - - - - - -

Jabatan : Sta f  Sub  Di rek to ra t  

Perkara  Wi layah  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6.  N a m a :  Sr i  

Dewi  Mar l i na  Put r i ,  

SH.  ;  - -

Jabatan : Sta f  Sub  Di rek to ra t  

Perkara  Wi layah  I  ;  

Halaman  3 da r i  102  ha l aman  Putu s a n  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

7.  N a m a :  Andre  

Set iabud i  Iskandar ,  

SH.

Jabatan : Sta f  Sub  Di rek to ra t  

Perkara  Wi layah  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

8.  N a m a : Dimas 

Tr i  Suryan to .  A.Md.  

- - - -

   Jabatan : Sta f  Sub  Di rek to ra t  

Perkara  Wi layah  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  15/SK/VI / 2010  tangga l  17 

Jun i  2010,  Selan ju tnya  disebu t  

sebaga i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .  TERGUGAT I  ;  

2. KEPALA  KANTOR  WILAYAH  BADAN  PERTANAHAN NASIONAL 

PROPINSI     KEPULAUAN     BANGKA    BELITUNG  

berkedudukan    d i    Ja lan  Pulau  

Bangka,  Komplek  Perkan to ran  

4
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Pemer in tah  Prop ins i  Kepulauan  

Bangka  Bel i t ung ,  Kelu rahan  Ai r  

I t am  – Pangka l  Pinang,   da lam hal  

in i  member i kan  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M.  Marzuk i ,  SH.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mubarokuzzaman,  A.  Ptnh.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Obed  Mi l t on  Simamora,  SH.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  342/SK- 19.600 /  IV /2010  

tangga l  28  Apr i l  2010,  

Selan ju tnya  disebu t  

sebaga i   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   TERGUGAT 

I I  ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  45 /  PEN – DIS /  2010  /  PTUN 

– JKT,  tangga l                        31 Maret  2010  

ten tang  Penetapan  Pers idangan  Perkara  

dengan  acara  biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Halaman  5 da r i  102  ha l aman  Putu s a n  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT

Disclaimer
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- Telah  membaca Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  45  /  PEN /  2010  /  PTUN–JKT,  

tangga l                         31 Maret  2010 ten tang  

Penunjukkan  Susunan  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra   in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  45  /  

PEN-HS /  2010/  PTUN –  JKT,  tangga l  01  Apr i l  2010,  

ten tang   Penetapan   Har i  Sidang  Pemer iksaan  

Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  

24  Maret  2010 yang  dida f t a r  d i  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada Tangga l  25 

Maret  2010  di  bawah  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

45/G/2010 /PTUN  -  JKT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Sura t - Sura t  dan  Bukt i  -  Bukt i  dar i  

Penggugat  dan  Tergugat   d i  pers i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Telah  mendengarkan  kete rangan  dar i  p ihak  yang  

bersengke ta  dipe rs i dangan  ;  

6
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa  Penggugat   te l ah  mengajukan  sura t  

gugatannya    te r t angga l      24  Maret  2010,   yang  

di t e r ima    dan    d ida f t a r kan    d i    Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata   Usaha    Negara    Jakar t a    pada  

tangga l  25 Maret  2010  dibawah  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

45/G/2010 /PTUN- JKT,   dan  te l ah  pula  dipe rba i k i  /  

d isempurnakan  pada  tangga l  22  Apr i l  2010 ,   dengan  

mengemukakan  alasan   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek Gugatan Penggugat

- Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

gugatan  Penggugat  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  

I ,  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  Nomor   :  4549/27 .1  –  600/X I / 2009  

tangga l  02  November  2009,  Per iha l  :   Permohonan  

Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.39 /  Kelu rahan  Buki t  In tan  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

gugatan  Penggugat  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  

I I ,  ya i t u  :   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Halaman  7 da r i  102  ha l aman  Putu s a n  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009 ,  tangga l  28  

Desember  2009,  ten tang  Pembata lan  Sura t  Keputusan  

Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Prop ins i  Sumatera  Sela tan  

No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998,  

Nomor  Urut  9  atas  nama Tjh ia  Liong  Fat ,  ten tang  

Pember ian  Hak  Guna Bangunan  kepada  peser ta  Prona  

Tahun  Anggaran  1997/1998 ,  ser ta  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.39  tangga l  29  September  1998,  

se luas  726  M2,  Sura t  Ukur  No.17 /1998  tangga l  19  

Januar i  1998  te rca ta t  atas  nama Tjh i a  Liong  Fat ,  

te r l e t a k  di  Kelu rahan  Buk i t  In tan  I I ,  Kecamatan  

Buki t  In tan ,  Kota  Pangka lp i nang  ;  - - - - - - - - - -

Dasar  Hukum Gugatan Melalu i  PTUN Jakarta

1. Bahwa dasar  hukum gugatan  in i  d ia jukan  mela lu i  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  adalah  berdasarkan  

keten tuan  pasa l  1 sub  (7 ) ,  (8 )  dan  (9 )  Undang  – 

Undang  No.51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua 

atas  Undang  –  Undang  No.5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Tergugat  I ,  dan  Terguga t  I I  ada lah  Badan atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  ba ik  di  Pusat  maupun  di  

Daerah  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d i t e r b i t k an  

oleh  Terguga t  I ,  dan  Tergugat  I I ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor   :  4549/27 .1  – 

600/X I / 2009   tangga l  02 November  2009,  Per iha l  

:   Permohonan   Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak Guna 

Bangunan  No.39  /  Kelu rahan  Buki t  In tan  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009 ,  tangga l  

28  Desember  2009,  ten tang  Pembata lan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  Sela tan  

No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  

1998,  Nomor  Urut  9 atas  nama Tjh i a  Liong  Fat ,  

ten tang  Pember ian  Hak  Guna  Bangunan  kepada  

peser ta  Prona  Tahun  Anggaran  1997  /  1998,  

ser ta  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.39  

tangga l            29  September  1998,  se luas  

726  M2,  Sura t  Ukur  No.17/1998  tangga l  19  

Januar i  1998  te rca ta t  atas  nama Tjh ia  Liong  

Fat ,  te r l e t a k  di  Kelurahan  Buki t  In tan  I I ,  

Kecamatan  Buki t  In tan ,  Kota  Pangka lp inang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

Tindakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang   ber laku ,  

yang    bers i f a t    konkre t ,   ind i v i dua l   dan  

f i na l  yang   menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  

Penggugat   (Pasa l              1  sub   9  Undang  

–  Undang   Nomor   51  Tahun   2009    ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang  –  Undang  No.5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  43/HGB/BPN.19 /2009 ,  tangga l  28 

Desember  2009,  baru  d ike tahu i  dan  di te r ima  oleh  

Penggugat  pada  tangga l  04  Januar i  2010,  mela lu i  

Sura t  Terca ta t  dar i  PT.POS  INDONESIA  yang  

di t u j u kan  kepada  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  gugatan  in i  d ia jukan  kepada  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar t a  pada tangga l   25 Maret  

2010,  seh ingga  dengan  demik ian  penga juan  gugatan  

kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  

masih  da lam  tenggang  waktu  seper t i  yang  

di t en tukan  dalam  pasa l  55  Undang- Undang  No.5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  
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sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  

No.9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang  – 

Undang  No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  dan   yang   te lah   d iubah   dengan  

Undang  –  Undang   No.  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang  –  Undang  No.5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara) ,  Jo.  

Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  No. I I / 1 991  Bagian  V 

angka  3,  dan  seyog iyanya  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 D u d u k  S o a l  :

    Bahwa Penggugat  ada lah  pemi l i k  seb idang  tanah  

dan  bangunan  yang  berada  di  atasnya  se luas  726  

m2,  berdasarkan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.39 /Ke lu rahan  Buki t  In tan  I I ,  tangga l  29  

September  1998,  atas  nama pemegang  hak  :  TJHIA  

LIONG FAT,  dengan  Sura t  Ukur  No.17 /1998  tangga l  

19 Januar i  1998 ;  - - - - - - - - - -

Bahwa  pero lehan  Penggugat  atas  tanah  te rsebu t  

berdasarkan  pember ian  hak   atas  tanah  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  

Sumatera  Sela tan  No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  

tangga l  20  Jun i  1998,  Nomor  Urut  9  atas  nama 

Tjh ia  Liong  Fat ,  ten tang  Pember ian  Hak  Guna 

Bangunan  kepada  peser ta  Prona  Tahun  Anggaran  

1997/1998 .  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Penggugat  te lah  diguga t  sebaga i  Tergugat  

o leh  Tjh ia  Liong  Ho dkk,   berdasarkan  gugatan  

har ta  war i s  yang  belum  d ibag i  dan  perbua tan  

melawan  hukum  yang  te rda f t a r  pada  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lp inang  dengan  Regis te r  

No.16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP  tangga l  13  Agustus  2002  

dan  memohon  agar  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.39  tangga l            29  September  1998  atas  

nama  :  Tjh ia  Liong  Fat  yang  te rdapa t  pada  

lampi ran  ser t i p i k a t  pada  lembaran  Pencata tan  

Pera l i han  hak  la i n  –  la i n  dan  Penghapusannya  

(Perobahan)  adalah  bata l  demi  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pengad i l an   Neger i  Pangka lp inang  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  gugatan  perkara  perda ta  

te rsebu t  te l ah  menja tuhkan  Putusan  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lp i nang  No.16  /Pd t .G /  2002  /PN.PKP 

tangga l  22  Januar i  2003,  yang  pada  pokoknya  

te lah  mengabulkan  gugatan  Tjh i a  Liong  Ho  dkk  

sebag ian  dengan  menyatakan    Ser t i p i k a t     Hak 

Guna   Bangunan  No.  39  tangga l

29  September  1998  adalah  cacat  hukum dan  bata l  

demi  hukum,  seh ingga  t i dak  mempunyai  kekuatan  

hukum sama seka l i  ;  - - - - - - - - -

12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  te rhadap  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  No.16  /  Pdt .G  /2002 /PN.PKP 

tangga l   22  Januar i   2003  te rsebu t

te lah  dia j ukan  permohonan  band ing  oleh  Penggugat  

sebaga i  Pembanding  dahu lu  Tergugat  pada  

Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Sela tan  di  Palembang.  

Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Sela tan  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  permohonan  band ing  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  te lah  menja tuhkan  

Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Sela tan  

No.75 /Pd t / 2003 /PT .PLG  tangga l  11  Agustus  2003,  

yang  te lah  membata lkan  Putusan  Pengadi l an  Neger i  

Pangka lp inang  No.16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP tangga l  22 

Januar i  2003,  dan  dengan  mengadi l i  send i r i  

menyatakan  gugatan  para  Penggugat /Pa ra  

Terband ing ,  (T jh i a  Liong  Ho  dkk)  t i dak  dapat  

d i t e r ima  (n ie t  onvank l i j k e  verk l aa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  Putusan  Pengadi l an  Tingg i  Sumatera  

Sela tan  No.  No.75 /Pd t / 2003 /PT .PLG  tangga l  11  

Agustus  2003,  te l ah  dia j ukan  permohonan  kasas i  

pada  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  oleh  

Tjh ia  Liong  Ho dkk ,  sebaga i  Para  Pemohon Kasas i .  

Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  permohonan  kasas i  yang  d ia j ukan  

oleh  Tjh ia  Liong  Ho  dkk  sebaga i  Para  Pemohon 

Kasas i  te lah  menja tuhkan  Putusan  Kasas i  Mahkamah 
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Agung  R. I .  No.417  K/Pdt /2004  tangga l  21  Jun i  

2006  yang  te l ah  membata lkan  Putusan  Pengad i l an  

Tingg i  Sumatera  Sela tan  d i  Palembang  

No.75 /Pd t / 2003 /PT .PLG.  tangga l   11  Agustus  2003  

dan  dengan  mengadi l i  send i r i  te l ah  mengabulkan  

gugatan  Para  Penggugat  untuk  sebag ian  dan  

menyatakan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  39 

tangga l  29  September  1998  se lu ruhnya  adalah  

cacat  hukum,  seh ingga  t i dak  mempunya i  kekuatan  

hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  R. I .  

No. 417  K/Pdt /2004  tangga l  21  Jun i  2006,  te lah  

dia j ukan  permohonan  Penin jauan  Kembal i  o leh  

Penggugat  sebaga i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

pada  tangga l  13  Maret  2007,  sebaga imana  Tanda  

Ter ima  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

No.16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP  yang  di t e r b i t k an  oleh  

Pani te ra /Sek re ta r i s  Pengadi l an  Neger i  

Pangka lp inang  dan  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  sebaga i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  te lah  te rda f t a r  pada  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  dengan  Regis te r  

No.  428  PK/Pdt /2007  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa  sebe lum  permohonan  Penin jauan  Kembal i  yang  
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dia jukan  oleh  Penggugat  sebaga i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  d ipu tus  oleh  Mahkamah  Agung  

Republ i k  Indones ia .  Penggugat  mendapatkan  

pangg i l an  untuk  Aanmaning  ( Tegoran )    dar i  

Pengad i l an     Neger i     Pangka lp i nang     untuk  

melaksanakan  Putusan  Kasas i  Mahkamah Agung  R. I .  

No. 417  K/Pdt /2004  tangga l  21  Jun i  2006,  sesua i  

dengan  Risa lah  Pangg i l an  Untuk  Aanmaning  

No.02 /Eks /2007 /16 /Pd t .G /  2002/PN.PKP  tangga l  

5  Maret  2007  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  pada  tangga l  21  Mei  2007  te lah  

mengajukan  gugatan   bantahan   pada    Pengad i l an  

Neger i    Pangka lp inang  te rhadap  pelaksanaan  

eksekus i  pengosongan   tanah  dan  bangunan  

sengketa  berdasarkan  Putusan  Kasas i  Mahkamah 

Agung  R. I .  No. 417  K/Pdt /2004  tangga l  21  Jun i  

2006,  yang  akan  di l aksanakan  oleh  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lp i nang ,  yang  te rda f t a r  dengan  

Regis te r  No.12 /Pd t .G /2007 /PN.PKP  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  pada  tangga l  

25  Mei  2007  te l ah  melaksanakan  eksekus i  

pengosongan  atas  tanah  dan  bangunan  sengketa ,  

sebaga imana  Ber i t a  Acara  Eksekus i  

No.  02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP  tangga l  25 

Halaman  15  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
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Mei  2007,  ket i ka  gugatan  bantahan  yang  d ia j ukan  

oleh  Penggugat  sebaga i  Pembantah  masih  da lam 

proses  pemer iksaan  di  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  a lasan  hukum dia jukannya  gugatan  

bantahan  oleh  Penggugat  sebaga i  Pembantah  pada  

Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  adalah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  R. I .  No. 417 

K/Pdt /2004  tangga l  21  Jun i  2006,  yang  akan  

di l aksanakan  te rsebu t  d idasarkan  pada  sura t  

–  sura t  bukt i  yang  TIDAK ADA ASLINYA,  ya i t u  

bukt i  P  –  2  berupa  SKHUAT 

No.05 /Sk t /KB I . I I / 1 981 ,  tangga l  12  Desember  

1981  atas  nama:   Almarhum TJHIA  EK SING ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P –  10,  berupa  Foto  copy  sura t  dar i  

Kanto r  Per tanahan  Kotamadya  Pangka lp i nang  

tangga l              10  Mei  2000  

No.570.1328 .26 .2 - 2000,  per i ha l  Kasus  

penyerobo tan  tanah /  rumah  di  Ja lan  Bukt i  

In tan  Rt .05 ,  No.  3,   Pangka lp i nang ,   yang  

di t u j u kan   kepada    Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Ub.  Di rek tu r  

Pengadaan  Tanah  Ins tans i  Pemer in tah  se laku  
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Ketua  Sekre ta r i a t  Penanganan  Sengketa  

Per tanahan,  yang  TIDAK  ADA RELEVANSINYA 

dengan   perka ra     perda ta     ten tang

sengketa  war is  in i ,  karena  subs tans i  sura t  

te rsebu t  menyangkut   kasus   penyerobo tan  

tanah  /  rumah  di  lua r

dar i  obyek  sengketa  yang  sekarang  

dipe rmasa lahkan ,  yang  di l akukan  oleh  pihak  

la i n  dan  t i dak  ada  ka i t an  maupun  sangkut  

paut  dengan  tanah  dan  rumah  yang  menjad i  

obyek  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  dinya takannya  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.39  tangga l  29  September  

1998  t i dak  mempunya i  kekuatan  hukum,  

berdasarkan  amar  ke  –  5  Putusan  Kasas i  

Mahkamah  Agung  R. I .  No. 417  K/Pdt /2004  

tangga l  21 Jun i  2006,  maka sta tus  tanahnya  

berubah  menjad i  Tanah Negara ,  dan te rhadap  

Tanah  Negara  Tidak  Dapat  Di lakukan  

Pembagian  Waris  Kepada  Para  Ahl i  War is ,  

sebaga imana  amar  ke  –  6   Putusan  Kasas i  

Mahkamah  Agung  R. I .  No. 417  K/Pdt /2004  

tangga l  21  Jun i  2006,  mela inkan  hanya  

dapat  d imohonkan   hak   atas   tanahnya  

kepada  Negara  dalam  hal  in i  o leh  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  R. I .  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  17  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
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Bahwa Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  gugatan  bantahan  yang  dia j ukan  

oleh     Penggugat  sebaga i  Pembantah  dengan  

Regis te r  No.12 /Pd t .G /2007 /PN.PKP,  te l ah  

menja tuhkan  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  No.12 /Pd t .G /2007 /PN.PKP tangga l  22 

Januar i  2008,  yang  menolak  bantahan  Pembantah  

untuk  se lu ruhnya  dan  menyatakan  Pembantah  

sebaga i  Pembantah  yang  t i dak  baik  dan  t i dak  

benar  ;  

Bahwa  te rhadap  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  No.12 /Pd t .G /2007 /PN.PKP tangga l  22 

Januar i  2008  te rsebu t  te lah    d ia jukan  

permohonan    band ing   o leh   Penggugat  sebaga i  

Pembanding  dahulu  Pembantah  yang  te rda f t a r  d i  

Pengad i l an  Tingg i  Banka  Bel i t ung  dengan  Regis te r  

No.  03/Pd t /B th /  2008/PT.Babe l .  Pengad i l an  Tingg i  

Bangka  Bel i t ung  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

permohonan  banding  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  

sebaga i  Pembanding  dahu lu  Pembantah  te l ah  

menja tuhkan  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Bangka  

Bel i t ung  No.03 /Pd t /B th / 2008 /PT .Babe l  tangga l  05 

Jun i  2008,  yang  te lah  menguatkan  Putusan  

Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  No.          12 /  

Pdt .G  /  2007  /  PN.PKP tangga l  22  Januar i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Hal aman  dar i   hal aman Put usan No.  45/ G/ 2010/ PTUN- J KT

Bahwa  te rhadap  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Bangka  

Bel i t ung  No.03 /Pd t /B th / 2008 /PT .Babe l  tangga l  05 

Jun i  2008,  te lah  dia jukan  permohonan  kasas i  o leh  

Penggugat  sebaga i  Pemohon Kasas i  dahu lu  

Pembanding ,  Pembantah  pada  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  te r t angga l  05  Agustus  2008,  

sebaga imana  Risa lah  Pernya taan  Permohonan  Kasas i  

Nomor  :  12/Pdt .G /BTH/2007 /PN.PKP  tangga l  05  

Agustus  2008,  pada  Pengadi l an   Neger i  

Pangka lp inang   dan   h ingga   saat   in i  masih  

da lam  proses  pemer iksaan  kasas i  d i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  dan  belum  dipu tus  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  tanpa  sepengetahuan  dan  perse tu j uan  

dar i  Penggugat ,  te rnya ta  Para  Tergugat  te l ah  

memproses  permohonan    pembata lan    Ser t i p i k a t  

Hak   Guna    Bangunan  No.39  /  Kel .Buk i t  In tan  

I I  atas  nama :  Tjh ia  Liong  Fat ,  ket i ka  perkara  

gugatan  bantahan  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  

sebaga i  Pembantah  masih  da lam proses  pemer iksaan  

di  Pengad i l an  dan  belum  ada  putusan  yang  

mempunya i  kekuatan  hukum  yang    te tap .   Hal  

in i    baru   d ike tahu i   o leh    Penggugat   sete lah  

pada

tangga l  4  Januar i  2010,  ket i ka  Penggugat  

mener ima  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Halaman  19  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
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Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  

Bangka  Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19 /2009  

tangga l  28  Desember  2009  ten tang  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  yang  

dik i r imkan  o leh  Tergugat  I I  mela lu i  PT.  Pos  

Indones ia  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se lan ju t nya  Sura t  Keputusan  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I ,  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  I I  te rsebu t  d i t i ndak  

lan ju t i  o leh  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  

Pangka lp inang  dengan  menerb i t kan  Pengumuman  d i  

Sura t  Kabar  Har ian  Babel  Pos  tangga l  27  Januar i  

2010  mela lu i  Pengumuman  No.64 /7  – 

19.71 .300 / I / 2 010  tangga l  26  Januar i  2010,  yang  

pada  pokoknya  mengumumkan  bahwa  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  atas  nama :  Tjh ia  

Liong  Fat  d inya takan  bata l  dan  te rh i t u ng  mula i  

d iumumkan  se lama   30  ( t i ga  puluh)  har i  sebe lum 

dip roses  leb ih  lan ju t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te lah  mengajukan  kebera tan  te rhadap  

Pengumuman  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Pangka lp inang  No.64/7  – 19.71 .300 / I / 2 010  tangga l  

26  Januar i  2010,  yang  dimuat  di  Sura t  Kabar  

Har ian  Babel  tangga l  27  Januar i  2010,  mela lu i  

Sura t  Penggugat  te r t angga l  23  Februar i  2010,  
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Per iha l  :  Kebera tan  atas  proses  pembata lan  

Ser t i p i k a t  HGB.No.39 /Buk i t  In tan  I I  atas  nama :  

Tjh ia  L iong  Fat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009  tangga l  28  

Desember  2009  yang  di te rb i t k an   o leh  Tergugat  I I  

te rsebu t  berdasarkan   sura t  mandat

dar i  Tergugat  I  mela lu i  Sura t  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor   :  

4549/27 .1  –  600/X I / 2009   tangga l  02  November  

2009,  yang  di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  

Kepulauan  Bangka  Bel i t ung ,  dan  di tembuskan  

kepada  Penggugat ,  te tap i  t i dak  pernah  di te r ima  

oleh  Penggugat ,  d i  mana di  da lam  sura t  te rsebu t  

pada  halaman 3 huru f  f  angka  1)  te lah  dinya takan  

secara  tegas  ya i t u  :  “…sudah  memenuhi  syara t  

yur id i s  untuk  diba ta l kan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  

Bangunan  Nomor  39/Buk i t  In tan  I I . ”  Sehingga  

pelaksanaan  pembata lan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Buk i t  In tan  I I  d i l aksanakan  oleh  

Tergugat  I I ,  hanya  melaksanakan  mandat  dar i  

Tergugat  I  yang  te l ah  te rcan tum  di  dalam 

sura tnya  te rsebu t .  Oleh  karena  i t u  Tergugat  I  
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Hal aman  dar i   hal aman Put usan No.  45/ G/ 2010/ PTUN- J KT

sudah  sepantasnya  untuk  di i ku t se r t a kan  sebaga i  

p ihak  di  da lam  perkara  in i ,  karena  tanpa  ada  

Sura t  Mandat  dar i  Tergugat  I ,   maka Tergugat  I I  

t i dak  akan  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  membata lkan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  atas  nama:  Tjh ia  

Liong  Fat  ;  - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan    Nasiona l    Prop ins i    Kepulauan  

Bangka    Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009  

tangga l  28  Desember  2009  yang  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  I I ,  te l ah  di te rb i t k an  berdasarkan  

Putusan  Penin jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  No.428  PK/Pdt /2007  tangga l  22  

Januar i  2008.  Padaha l  Penggugat  send i r i  baru  

mener ima  pember i t ahuan  Putusan  Penin jauan  

Kembal i  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  

No.428  PK/Pdt /2007   tangga l   22   Januar i   2008  

dar i  Pengad i l an  Neger i     Pangka lp i nang     pada  

tangga l     21   Desember    2009,

sebaga imana  Risa lah  Pember i t ahuan  Putusan  

Penin jauan  Kembal i  No.428  PK/Pdt /2007 /PN.PKP 

tangga l  21  Desember  2009.  Sehingga  dar i  mana 

Tergugat  I I  mendapatkan  Putusan  Penin jauan  

Kembal i  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  No.428  

PK/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008  dan  
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dican tumkan  sebaga i  dasar  di  da lam  menerb i t kan  

Sura t  Keputusannya ,  padaha l  Penggugat  sebaga i  

p ihak  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  sa ja  baru  

mener ima  pember i t ahuan  Putusan  Penin jauan  

Kembal i  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  No.428  

PK/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008,  pada  

tangga l  21  Desember  2009  dar i  Pengadi l an  Neger i  

Pangka lp inang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d i t e r b i t k an  

oleh   Tergugat  I   & I I  yang  te lah  membata lkan  

Ser t i p i k a t  HGB.  No.39  /  Kelu rahan     Buk i t  

In tan    I I    atas    nama  :    Tjh ia    L iong  

Fat  dengan  tanpa  sepengetahuan  dan  perse tu j uan  

dar i  Penggugat  sebaga i  pemegang  hak  dan  

di l akukan  oleh  Tergugat  I ,  & I I  ket i ka  perkara  

gugatan  bantahan  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  

sebaga i  Pembantah  masih  da lam proses  pemer iksaan  

kasas i  pada  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  

ada lah  sangat  merug ikan  kepent i ngan  hukum dar i  

Penggugat  ya i t u  :   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  sebaga i  Pembantah  yang  sedang  

mengajukan  permohonan  kasas i  pada  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  te rhadap  gugatan  

bantahan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  

menjad i  sangat  d i rug i kan  dengan  

diba ta l kannya   Ser t i p i k a t   HGB No.  39 
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/Ke l .Buk i t

In tan  I I ,  sebe lum  adanya  putusan  yang  

mempunya i  kekuatan   hukum  yang   te tap  di  

da lam perkara  bantahan

te rsebu t ,  karena  apabi l a  permohonan  kasas i  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  dapat  

d ikabu l kan  oleh  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia ,  maka  Penggugat  akan  mengalami  

kesu l i t a n  untuk  mendapatkan  kembal i  hak  

atas  tanah  mi l i k  Penggugat  yang  te l ah  

diba ta l kan  oleh  Para  Tergugat  secara  

sep ihak  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  sebaga i  pemi l i k  dan  seka l i gus  sebaga i  

pemegang  hak  atas  tanah  dengan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l  Buki t  In tan  I I  menjad i  

keh i l angan  hak  atas  tanahnya  dengan  

di t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  

o leh  Terguga t  I   &  I I .  Padahal  perkara  

gugatan  bantahan  yang  d ia j ukan  oleh  

Penggugat  masih  da lam  proses  pemer iksaan  

di  Tingka t  Kasas i  pada  Mahkamah  Agung  

Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Penggugat  sebaga i  pemi l i k  dan  seka l i gus  
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sebaga i   pemegang   hak   atas   tanah  

dengan   Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  d i rug i kan  

baik  secara  mater i i l  maupun  mor i l  dengan  

diba ta l kannya  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I ,  secara  

sep ihak  dan  dengan  tanpa  sepengetahuan  

dar i  Penggugat ,  ser ta  hanya  memperhat i kan  

permohonan  pembata lan  hak  atas  tanah  yang  

dia j ukan  oleh  Tjh ia  Liong  Ho  dkk  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d i t e r b i t k an  

oleh   Tergugat   I   & I I  yang  ber tu j uan  untuk  

membata lkan  Ser t i p i k a t  HGB.No.39  /  Kel .Buk i t  

In tan  I I  atas  nama :  Tjh ia  Liong  Fat   adalah  

ber ten tangan    dengan    pera tu ran    perundang  -  

undangan    yang

ber laku  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam pasa l  53  

ayat  (2 )  sub  a  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara   sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  No.9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  atas  UU.No.5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  yang  

te lah  diubah  dengan  Undang  – Undang  No.51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang  – 

Undang  No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melanggar  pasa l  3  sub  a,  Pera tu ran  Pemer in tah  
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No.24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  yang  berbuny i  :  

“  Pendaf ta ran  tanah  ber tu j uan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   a.  untuk  member ikan  kepast i an  hukum dan  

per l i n dungan  hukum  kepada    pemegang  

hak   atas   suatu    b idang

 tanah ,   satuan   rumah susun  dan  hak  –  

hak  la i n  yang

 te rda f t a r  agar  dengan  mudah  dapat  

membukt i kan  d i r i n ya  sebaga i  pemegang  

hak  yang  bersangku tan . ”  

Sesua i  dengan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  

untuk  member ikan  kepas t i an  hukum  dan  

per l i n dungan  hukum  kepada  pemegang  hak  

atas  suatu  bidang  tanah ,  maka  seba iknya  

Tergugat  I   & I I  menunggu  Putusan  Perkara  

Perdata  Bantahan  yang  dia j ukan  o leh  

Penggugat  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  

te tap  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melanggar  pasa l  4  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  yang  berbuny i  :  

“  Untuk  member ikan  kepast i an  dan  

per l i n dungan  hukum  sebaga imana  d imaksud  

dalam pasa l  3 huru f  a kepada  pemegang  hak  

yang  bersangku tan  dibe r i k an  ser t i p i k a t  hak  

atas  tanah . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -  

Sesua i  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  

Ser t i p i k a t  Hak Atas  Tanah ada lah  merupakan  

bukt i  kepast i an  hukum  dan  per l i n dungan  

hukum  te rhadap  pemegang  hak  atas  tanah  

te rsebu t .  Apabi l a  te rhadap  bidang  tanah  

yang  masih  d isengke takan  di  Pengadi l an  dan  

belum ada  putusan  yang  mempunya i  kekuatan  

hukum yang  te tap ,  maka Ser t i p i k a t  Hak Atas  

Tanah yang  di te rb i t k an  t i dak  ada kepas t i an  

hukum dan per l i ndungan  hukum bag i  pemegang  

hak  atas  tanah  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melanggar  pasa l  30  ayat  (1 )  sub  c,  d  dan  e 

Pera tu ran  Pemer in tah  No.24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

“  Atas  dasar  a la t  bukt i  dan  ber i t a  acara  

pengesahan  sebaga imana  dimaksud  dalam  

Pasa l  29 ayat  (3 )  hak  atas  b idang  tanah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

yang  data  f i s i k  dan  atau  data  yur i d i s nya  

disengke takan  te tap i  t i dak  d ia j ukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  d i l akukan  

pembukuannya  dalam  buku  tanah  dengan  
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cata tan  mengenai  adanya  sengketa  

te rsebu t  dan  kepada  p ihak  yang  

berkebera tan  dibe r i t a hukan  oleh  Ketua  

Pani t i a  Ajud ikas i  untuk  pendaf ta r an  

tanah  secara  s is t emat i k  atau  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  untuk  pendaf ta r an  

tanah  secara  sporad i k  untuk  mengajukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  mengenai  data  

yang  disengke takan  da lam waktu  60 (enam 

puluh )  har i  da lam  pendaf ta ran  tanah  

secara  s is temat i k  dan  90  (sembi l an  

puluh )  har i  da lam  pendaf ta ran  tanah  

secara  sporad i c  d ih i t ung  se jak  

disampaikannya  pember i t ahuan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

d. yang  data  f i s i k  dan  atau  data  

yur id i s nya  d isengke takan  dan  dia jukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  te tap i  t i dak  ada  

per in t ah  dar i  Pengad i l an  untuk  sta tus  

quo  dan  t i dak  ada  putusan  peny i t aan  

dar i  Pengad i l an ,  d i l akukan  pembukuannya  

dalam  buku  tanah  dengan  cata tan  

mengenai  adanya  sengke ta  te rsebu t  ser ta  

ha l  –  ha l  yang  d isengke takan . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesua i  dengan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  

oleh  karena  data  f i s i k   dan  data    yur id i s  
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masih   sedang    d isengke takan   d i  

Pengad i l an  oleh  Penggugat  dengan  

dia j ukannya  gugatan  bantahan  di  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lp inang ,  maka  seharusnya  

Tergugat  I ,  &  I I  t i dak  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .  Buk i t  In tan  I I  sampai  adanya  

putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum yang  

te tap  di  da lam  perkara  gugatan  bantahan  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  sebaga i  

Pembantah  ;  - - - - - - - -

Melanggar  pasa l  31 ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.24  Tahun  1997   ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  yang   berbuny i   :  

“  J ika  di  da lam  buku  tanah  te rdapa t  

cata tan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  

30  ayat  (1 )  huru f  b  yang  menyangkut  data  

yur id i s ,  atau  cata tan  sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  30  ayat  (1 )  huru f  c,  d  dan  e  

yang  menyangkut  data  f i s i k  maupun  data  

yur id i s  penerb i t an  ser t i p i k a t  d i t angguhkan  

sampai  cata tan  yang  bersangku tan  dihapus . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

Sesua i  dengan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  

apab i l a  te rhadap  data  f i s i k  dan  data  

yur id i s  masih  disengeke takan  d i  
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Pengad i l an ,  maka  penerb i t an  ser t i p i k a t  

d i t angguhkan  sampai  cata tan  yang  

bersangku tan  d ihapus .  In  Casu,  Terguga t  I  

&  I I  jus t r u  membata lkan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  dan  akan  

memproses  penerb i t an  ser t i p i k a t  baru ,  

ket i ka  masih  disengke takan  di  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lp i nang  dengan  dia jukannya  

gugatan  bantahan  oleh  Penggugat  sebaga i  

Pembantah   dan   h ingga   saat   in i   masih  

da lam

 proses  pemer iksaan  diT t i ngka t  kasas i  pada  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melanggar  Penje lasan  pasa l  31 ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

“   Penerb i t an  ser t i p i k a t  d imaksudkan  agar  

pemegang     hak  dapat  dengan  mudah  

membukt i kan  haknya.             Oleh  karena  

i t u  ser t i p i k a t  merupakan  ala t  pembukt i an  

yang  kuat  sebaga imana  d imaksudkan  Pasa l  19  

UUPA.    Sehubungan   dengan   i t u    apab i l a  

masih    ada

 ket i dakpas t i an  mengena i  hak  atas  tanah  

30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang  bersangku tan ,  yang  te rnya ta  dar i  

masih  adanya  cata tan  dalam  pembukuannya  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  30  ayat  

(1 ) ,  pada  pr ins i pnya  ser t i p i k a t  be lum  

dapat  d i te r b i t k an .  Namun apab i l a  cata tan  

i t u  mengenai  ket i dak l engkapan  data  f i s i k  

yang  t i dak  d isengke takan ,  ser t i p i k a t  dapat  

d i t e rb i t k an….”   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesua i  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  oleh  

karena  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  masih  

sedang  disengke takan  di  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  dengan  dia j ukannya  gugatan  

bantahan  oleh  Penggugat  sebaga i  Pembantah  

dan  hingga  saat  in i  masih  da lam  proses  

pemer iksaan  di  t i ngka t  kasas i  pada  

Mahkamah  Agung  R. I .  maka  seharusnya  

Tergugat  I   & I I  t i dak  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  I I  atas  nama 

Tjh ia  L iong  Fat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.6 Melanggar  pasa l  55  ayat  (2 )  dan  (3 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  
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“   Ayat  (2 )  Pencata tan  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  dapat  

d i l akukan  juga  atas  permin taan  

pihak  yang  berkepen t i ngan ,  

berdasarkan  sal inan  resmi  putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  mempero leh  

kekuatan  hukum te tap  atau  sa l i nan  

penetapan  Ketua  Pengad i l an  yang  

bersangku tan  yang  dise rahkan  

olehnya  kepada  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (3 ) Pencata tan  hapusnya  hak  atas  

tanah ,  hak  penge lo laan  dan  hak  

mi l i k  atas  satuan  rumah  susun  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  

di l akukan  sete lah  dipe ro l eh  sura t  

keputusan  mengenai  hapusnya  hak  

yang  bersangku tan  dar i  Menter i  

atau  Pejaba t  yang  di tun j uknya  

dimaksud  dalam Pasal  52 ayat  (1 ) . ”  

- - - - - - - - - - - - - -  

Sesua i  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  

pembata lan  ser t i p i k a t  harus  d ia j ukan  

berdasarkan  sa l i nan  resmi  putusan  

pengad i l an ,  bukan  berdasarkan  fo to  copy  

yang  t i dak  je l as  dar i  mana asa l  – usu lnya .  

In  Casu,  Penggugat  baru  mener ima  

32
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pember i t ahuan  Putusan  Penin jauan  Kembal i  

No.428  PK/Pdt / 2007  tangga l  22 Januar i  2008  

dar i  Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  baru  

pada  tangga l  21  Desember  2009.  Sedangkan  

Tergugat  I I  yang  bukan  sebaga i   p ihak  d i  

da lam perkara  Permohonan Penin jauan

Kembal i  te rsebu t  te l ah  mencantumkan  

Putusan  Penin jauan  Kembal i  No.428  

PK/Pdt /2007  dan  di j ad i kan  dasar  

per t imbangan  di  da lam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Pembata lannya  pada  tangga l  28 

Desember  2009.  Sehingga  menjad i  per tanyaan  

dar i  mana Tergugat  I I  mendapatkan  sa l i nan  

resmi  Putusan  Penin jauan  Kembal i  No.428  

PK/Pdt /2007  tangga l  22 Januar i  2008 ?

Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d i t e r b i t k an  

oleh   Tergugat  I  &  I I  yang  ber tu j uan  untuk  

Membata lkan  Ser t i p i k a t  HGB.No.39 /Ke l .Buk i t  In tan  

I I  atas  nama  :  Tjh ia  L iong  Fat  ada lah  

ber ten tangan  dengan  Asas  –  Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,   sebaga imana  yang  

dimaksud  dalam pasa l  53  ayat  (2 )  sub  b  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ,  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang  –  Undang  No.9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  UU.No.5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  yang  te l ah  
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diubah  dengan  Undang  –  Undang  No.51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua    atas    Undang   – 

Undang   No.   5  Tahun  1986   ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ya i t u  :  melanggar  

Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik ,  khususnya  

Asas  Kepast i an  Hukum  Asas  Kecermatan  Formal ,  

Asas  Kesamaan,  karena  apab i l a  Tergugat  I ,  & I I  

berpegang  pada  Asas  –  Asas  Umum Pemer in tah  Yang 

Baik  te r sebu t ,  maka  Tergugat  I  & I I  seharusnya  

t i dak  akan  sampai  kepada  keputusan  untuk  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  sekarang   menjad i  obyek  gugatan  pada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  padaha l  

masih  da lam proses  perkara  gugatan  bantahan  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  sebaga i  Pembantah ,  

Pembanding  dan  Pemohon  Kasas i   melawan  Tjh ia  

Liong  Ho dkk,  sebaga i  Terbantah ,  Terband ing  dan  

Termohon  Kasas i ,  yang  hingga  saat  in i  masih  

da lam proses  pemer iksaan  di  Tingka t  Kasas i  pada  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

M A K A   : Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  

atas ,  mohon  k i ranya  Bapak  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  berkenan  untuk  

memer iksa ,  mangadi l i  dan  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t   :  

34
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Dalam Penundaan :

Bahwa  se lama  perkara  gugatan  ta ta  usaha  negara  

dipe r i k sa  dan  diad i l i  o leh  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

te rhadap  :  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  I   & I I  dan  yang  sekarang  

menjad i  obyek  gugatan  Penggugat ,  mohon  kepada  Bapak  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta ,  agar  dapat  

menerb i t kan  Penetapan  yang  mewaj ibkan  kepada  Terguga t  

I  &  I I  untuk  menunda  pembata lan  Ser t i p i k a t  

HGB.No.39 /Ke l .  Buki t  In tan  I I  atas  nama :  Tjh ia  Liong  

Fat  dan  menerb i t kan  sesuatu  hak  atas  tanah  atau  

Ser t i p i k a t  atas  nama  :  Tjh ia  L iong  Ho  dkk,  sampai  

adanya  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  

te tap  da lam  perkara  in i ,  karena  dikhawat i r k an  dapat  

mengak iba t kan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan ,  

sebaga imana  yang  dimaksud  dalam pasa l  67  ayat  (4 )  sub  

a Undang- Undang No.5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang – 

Undang  No.9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  UU.No.5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  

yang  te l ah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  No.51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  Kedua atas  Undang – Undang No.5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  Nomor   :  4549/27 .1  –  600/X I / 2009  

tangga l  02 November  2009,  Per iha l  :   Permohonan  

Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.39 /Ke lu rahan  Buki t  In tan  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009 ,  tangga l  28  

Desember  2009,  ten tang  Pembata lan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto rWi l ayah  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  Sela tan  

No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20 Jun i  1998,  

Nomor  Urut  9 atas  nama Tjh ia  Liong  Fat ,  ten tang  

Pember ian  Hak  Guna  Bangunan  kepada  peser ta  

Prona  Tahun  Anggaran  1997  /  1998,  ser ta  

Ser t i p i k a t     Hak    Guna    Bangunan     No.  

39    tangga l           

29  September  1998,  se luas  726  M2,  Sura t  Ukur  

No.17 /1998  tangga l  19  Januar i  1998  te rca ta t  
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atas  nama  Tjh ia  Liong  Fat ,  te r l e t a k  d i  

Kelu rahan  Buki t  In tan  I I ,  Kecamatan  Buk i t  

In tan ,  Kota  Pangka lp inang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  kepada  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  untuk  

mencabut   : - - - - -  

- Sura t  Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  Nomor   :  4549/27 .1  –  600/X I / 2009  

tangga l  02 November  2009,  Per iha l  :   Permohonan  

Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.39 /Ke lu rahan  Buki t  In tan  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009 ,  tangga l  28  

Desember  2009,  ten tang  Pembata lan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto rWi l ayah  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  Sela tan  

No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20 Jun i  1998,  

Nomor  Urut  9 atas  nama Tjh ia  Liong  Fat ,  ten tang  

Pember ian  Hak  Guna  Bangunan  kepada  peser ta  

Prona  Tahun  Anggaran  1997/1998 ,  ser ta  

Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  39  tangga l  29  

September  1998,  se luas  726  M2,  Sura t  Ukur  

No.17 /1998  tangga l  19  Januar i  1998  te rca ta t  

atas  nama  Tjh ia  Liong  Fat ,  te r l e t a k  d i  
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Kelu rahan  Buki t  In tan  I I ,  Kecamatan  Buk i t  

In tan ,  Kota  Pangka lp inang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  kepada  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  untuk  

membayar  sega la  biaya  yang t imbu l  da lam perkara  in i  

.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  pers i dangan  yang  

te lah  di te t apkan ,  ya i t u  pada  tangga l  5  Mei  2010  dan 

tangga l  26 Mei  2010  dalam acara  Jawaban  Terguga t  I  dan  

Tergugat  I I ,  atas  gugatan  Penggugat ,  Tergugat   I I  

te lah  mengajukan  Jawaban Ter tu l i s  pada  pers i dangan  

tangga l   5  Mei  2010  ,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi

Bahwa  Terguga t  I I  menolak  secara  tegas  semua  da l i l  

yang  diu ra i kan  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  

yang  te l ah  diaku i  dan  dinya takan  secara  tegas  

kebenarannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sa lah  satu  ob jek  gugatan ,  ya i t u  sura t  Keputusan  

Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  Nomor  

43/HGB/BPN.19/2009  tangga l  28 Desember  2009,  ada lah  

t i dak  te rmasuk  da lam  penger t i an  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam Undang- Undang  
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Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata   Usaha  

Negara  jo .  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata   Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  sura t  Gugatan  (ha laman  2)  d isebu tkan  

bahwa  sa lah  satu  ob jek  gugatan  ada lah  sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  Nomor  

43/HGB/BPN.19/2009  tangga l  28 Desember  2009 ten tang  

Pembata lan  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  

Badan Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  

Nomor  018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998,  

Nomor  Urut  9  Atas  Nama Tjh ia  Liong  Fat ,  Tentang  

Pember ian  Hak  Guna  Bangunan  Kepada  Peser ta  Prona  

Tahun Anggaran  1997/1998 ,  Ser ta

 Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39  Tangga l  29  

September  1998  Seluas  726  m2,  Sura t  Ukur  Nomor  

17/1998  Tangga l  19 Januar i  1998  Terca ta t  Atas  Nama 

Tjh ia  L iong  Fat ,  Ter le t ak  Di  Kelu rahan  Buki t  In tan ,  

Kecamatan  Buk i t  In tan ,  Kota  Pangka lp inang ,  

Berdasarkan  Putusan  Perkara  Perdata  Pengad i l an  

Neger i  Pangka lp inang    Nomor   16/Pdt .G /2002 /PN.PKP 

tangga l  22  Januar i

 2003,  Putusan  Banding  Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  

Sela tan  Nomor 75/Pdt / 2003 /PT .PLG Tangga l  11 Agustus  

2003,  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Halaman  39  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
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Indones ia  Nomor  417  K/Pdt /2004  Tangga l  16  Nopember  

2005,  Putusan  Penin jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  Nomor  428/PK/Pdt / 2007  Tangga l  22  

Januar i  2008  (buk t i  T. I I - 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a quo  atas  t i dak  

te rmasuk  dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  gugatan  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata   Usaha Negara  jo .  

Nomor  9 Tahun  2004,  d i  pasa l  2 huru f  e,  ser ta  pada  

bag ian  penje lasannya  ;  - - -

Bahwa te rb i t n ya  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo 

didasarkan  pada  sura t  permohonan  Saudara  Tjh ia  

Liong  Ho (ber t i n dak  atas  nama          d i r i  send i r i  

dan  kawan- kawan;  7  orang)  tangga l  2  Maret  2009  

(Buk t i  T. I I - 5)  ser ta  didasarkan  putusan  pengad i l an  

perda ta  yang  te l ah  mempero leh   kekuatan   hukum 

te tap ,   ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Putusan  Pengadi l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

16/Pdt .G /2002 /PN.PKP   tangga l   22  Januar i  2003  

(buk t i  T. I I - 7)  jo .

- Putusan  Banding  Pengadi l an  Tingg i  Palembang  

Nomor  75/Pdt / 2003 /PT .PLG tangga l  11 Agustus  2003  

(buk t i  T. I I - 8)  jo .  - - - -

- Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  417  

K/Pdt /2004  tangga l  21  Jun i  2006  (buk t i  T. I I - 9)  
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jo .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Pengad i l an  Neger i  Pangka lp inang  Nomor  

02/EKS/2007 /16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP  tangga l  16  Mei  

2007             (buk t i  T. I I - 10)  jo .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Eksekus i  Nomor  

02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /2002 /  PN.PKP tangga l  25 Mei  

2007  (buk t i  T. I I - 11)  jo .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Pengad i l an  Neger i  Pangka lp inang  Nomor  

02/Eks /2007 /26 /Pd t .G /2002 /PN.Pkp  tangga l  6 

Nopember  2008  (buk t i  T. I I - 12)  jo .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ber i t a  Acara  Eksekus i  Lan ju tan  Nomor  

02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /  2002/PN.PKP  tanga l  14 

November  2008 (buk t i  T. I I - 13) ,  - - - - - - - - - - - - -

- Putusan  Penin jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor  428  PK/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008  

(buk t i  T. I I - 14)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebaga imana  dia tu r  secara  l im i t a t i f  da lam 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo .  Nomor 9 Tahun  

2004  di  da lam  pasa l  2    huru f  e,  d imana  t i dak  

te rmasuk  dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara   yang   dapat    d i j ad i kan    ob jek    gugatan  

ya i t u   suatu  
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  atas  

dasar  has i l  pemer i ksaan  badan perad i l a n  berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku .  Sura t  Keputusan  Tergugat  I I            a  

quo  d i t e rb i t k an  semata- mata  berdasarkan  putusan  

badan  perad i l an  perda ta  yang  te lah  berkekua tan  

hukum te tap .  Maka,  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  

quo  t i dak  te rmasuk  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  bag ian  pen je lasan  dar i  pasa l  2  huru f  e  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  jo .  Nomor  9 Tahun  

2004  dibe r i  contoh  /  umpama  dar i  yang  t i dak  

te rmasuk  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  di  

anta ranya  (ku t i pan  langsung  )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  2  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tidak  te rmasuk  da lam  penger t i an  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  undang- undang  

in i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 e. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dike lua r kan  atas  dasar  has i l  pemer i ksaan  

badan  perad i l an  berdasarkan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  2  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Huru f  e  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dimaksud  

pada  huru f  in i  umpamanya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

1. Keputusan  Badan  Per tanahan  Nasiona l  yang  

mengeluarkan  ser t i f i k a t  tanah  atas  nama 

seseorang  yang  didasarkan  atas  

per t imbangan  putusan  pengad i l an  perda ta  

yang  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Keputusan  serupa  angka  1,  te tap i  

d idasarkan  atas  amar  putusan  pengad i l an  

perda ta  yang  te l ah  mempero leh  kekuatan  

hukum te tap .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  

quo  ada lah  semata- mata  untuk  melaksanakan  atau  

didasarkan  atas  amar  putusan  pengad i l an  perda ta  
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yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap ,  maka  sura t  

Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  t i dak  te rmasuk  

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d i j ad i kan  objek  gugatan ;

Bahwa  oleh  karena  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  

quo  t i dak  te rmasuk  penger t i an  sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  gugatan  

sebaga imana  dimaksud  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986 ten tang  Perad i l an  Tata   Usaha Negara  jo .  Nomor  

9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

maka  Gugatan  in i  harus  d inya takan  di to l ak  atau  

set i dak - t i daknya  d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

( Nie t  Onvantke l i j k )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa  yang  te lah  diu ra i kan  Dalam Ekseps i  te ru ra i  

dan te rmasuk  kembal i  Dalam Pokok  Perkara  in i ,  ser ta  

merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  I I  menolak  secara  tegas  semua  da l i l  

yang  diu ra i kan  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  

yang  te l ah  diaku i  dan  dinya takan  secara  tegas  

kebenarannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sa lah  satu  ob jek  gugatan ,  ya i t u  sura t  Keputusan  
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Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  Nomor  

43/HGB/BPN.19/2009  tangga l  28 Desember

2009  a  quo  (buk t i  T. I I - 2) ,  te l ah  sesua i  dengan  

asas- asas  dan  pera tu ran  perundang- undagan  yang  

ber l aku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  sebe lum  Tergugat  I I  menerb i t kan  sura t  

Keputusan  a  quo ,  te l ah  mener ima  sura t  dar i  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  Nomor 570- 167-

29.01- 2009 tangga l  16 Apr i l  2009 per iha l  Permohonan  

Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan No.39/Buk i t  

In tan  I I  (Buk t i  T. I I - 3) ,  beser ta  lampi ran -

lampi rannya ,  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  permohonan  pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Atas  

Tanah  atas  nama Tjh ia  Liong  Ho (ber t i n dak  untuk  

dan  atas  nama di r i  send i r i  dan  kawan- kawan,  7 

orang)  tangga l  2 Maret  2009 (Buk t i  T. I I - 5)  ;  -

- Fotokop i  Kar tu  Tanda  Penduduk  dan  Sura t  

Keterangan  Domis i l i  atas  nama  para  pemohon  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Fotokop i  d i l ega l i s i r  Sal i nan  Resmi  Putusan  

Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

16/Pdt .G /2002 /PN.PKP  tangga l  22  Januar i  2003  

(buk t i  T. I I - 7)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Fotokop i  d i l ega l i s i r  Sal i nan  Resmi  Putusan  

Banding  Pengad i l an  Tingg i  Palembang  Nomor  

75/Pdt / 2003 /PT .PLG  tangga l  11  Agustus  2003  

(buk t i  T. I I - 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Fotokop i  d i l ega l i s i r  Sal i nan  Resmi  Putusan  

Kasas i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  417  K /  Pdt  /  

2004  tangga l  21 Jun i  2006                (buk t i  

T. I I - 9)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Fotokop i  d i l ega l i s i r  Penetapan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  

02/EKS/2007 /16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP  tangga l  16  Mei  

2007  (buk t i  T. I I - 10)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Fotokop i  d i l ega l i s i r  Ber i t a  Acara  Eksekus i  Nomor  

02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /2002 /  PN.PKP tangga l  25  Mei  

2007            (buk t i  T. I I - 11)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Fotokop i  d i l ega l i s i r  Penetapan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  
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02/Eks /2007 /26 /Pd t .G /2002 /PN.Pkp  tangga l  6 

Nopember  2008  (buk t i  T. I I - 12)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Fotokop i  d i l ega l i s i r  Ber i t a  Acara  Eksekus i  Lan ju tan  

Nomor  02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /  2002/PN.PKP  tanga l  

14  November  2008  (buk t i  T. I I - 13)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebaga imana  disebu tkan  da lam  sura t  Gugatan  

Nomor  1,  3,  4,  5,  dan  6,  d imana  te rhadap  b idang  

tanah  yang  menjad i  ob jek  dalam  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a  quo  te l ah  menjad i  ob jek  perkara  

perda ta  yang  te l ah  mendapat  putusan  yang  

berkekua tan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  menel i t i  berkas  

pemohonan  pembata lan  ser t i p i k a t  te rsebu t ,  Tergugat  

I I  meneruskan  berkas  permohonan  kepada  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia   (Terguga t  

I ) ,   sebaga imana  dimaksud  dalam sura t  Kepala

Kanto r  Wilayah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  

Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  (Terguga t  I I )  Nomor  570-

419- 29- 2009  tangga l               15  Jun i  2009  

per iha l  Permohonan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.39 /Buk i t  In tan  I I  (Buk t i  T. I I - 4)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  (Terguga t  I )  te lah  menanggap inya  dalam 

sura t  Nomor  4549/27 .1 - 600/X I / 2009  tangga l  2 

Nopember  2009  per iha l  Permohonan  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna Bangunan  No.39 /Buk i t  In tan  I I  

(Buk t i  T. I I - 1) ,  yang  mana sura t  Tergugat  I  in i  juga  

sa lah  satu  ob jek  dalam  perkara  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Terguga t  I  te r sebu t  d i  atas  (Buk t i  

T. I I - 1)  pada  pokoknya  menje laskan  kepada  Tergugat  

I I  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  12  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1999  ten tang  Pel impahan  

Kewenangan  Pember ian  dan  Pembata lan  Keputusan  

Pember ian  Hak  atas  Tanah  Negara  jo .  Pasa l  130  

Pera tu ran  Menter i  Negara               Agrar i a  /  

Kepala   Badan   Per tanahan   Nasiona l  Nomor  9 Tahun  

1999

ten tang  Tata  Cara  Pembata lan  Hak Atas  Tanah  Negara  

dan  Hak  Penge lo laan ,  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  berwenang  mengeluarkan  

keputusan  Pembata lan  Hak  Atas  Tanah  yang  berasa l  

dar i  tanah  negara  karena  melaksanakan  putusan  

pengad i l an  yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  ;  

48
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- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  semua  data  yur i d i s  fo rma l  yang  

ada sebaga imana  yang diu ra i kan  d i  atas ,  Terguga t  I I  

menerb i t kan  sura t  Keputusan  Kepala  Kantor  Wi layah  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i   Kepulauan  

Bangka   Bel i t ung   Nomor 43/HGB/BPN.19 /2009

tangga l  28 Desember  2009 (Buk t i  T. I I - 2) ,  yang  te lah  

sesua i  dengan  asas- asas  dan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  - - - - - - - - -

Bahwa dar i  judu lnya  sa ja  sura t  Keputusan  Tergugat  

I I  a  quo  dapat  d ike tahu i  dengan  je l as  bahwa 

pembata lan  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  

018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998  Nomor  

Urut  9 atas  nama Tjh i a  Liong  Fat ,  ser ta  pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39  tangga l  29  

September  1998  te rca ta t  atas  nama Tjh i a  Liong  Fat ,  

ada lah  semata- mata  untuk  melaksanakan  amar  Putusan  

Pengad i l an  yang te lah  berkekua tan  hukum yang  te tap ;

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  t i dak  

member ikan  suatu  hak  atas  tanah  te r t en tu  kepada  

pihak  te r t en tu  mana pun,  te rmasuk  kepada  pemohonnya  

(T jh i a  L iong  Ho dan  kawan- kawan,  7  orang)  ataupun  

kepada  Penggugat  (T jh i a  Liong  Fat ) ,  te tap i  

membata lkan  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  

Nomor  018/HGB/  BPN/PRONA/  1998  tangga l  20  Jun i  
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1998,  Nomor  Urut  9 atas  nama Tjh i a  Liong  Fat ,  ser ta  

membata lkan    Ser t i p i k a t    Hak   Guna   Bangunan  

Nomor   39

tangga l   29  September   1998   te rca ta t   atas   nama 

Tjh ia   L iong    Fat     

(Buk t i  T. I I - 19,20) ,  seh ingga  tanahnya  kembal i  

kepada  keadaan  semula  sebaga i  Tanah  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Tergugat  I I  juga  menjad ikan  Putusan  

Penin jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  428 

PK/Pdt /2007  tangga l  22 Januar i  2008 (buk t i  T. I I - 14)  

sebaga i  sa lah  satu  bahan  per t imbangan  penerb i t an  

sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a quo ,  sebaga imana  juga  

disebu tkan  da lam  sura t  Gugatan  Nomor  19  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Pasa l  55  ayat  2  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24 Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah jo .  Pasa l  125 ayat  2 Pera tu ran  Menter i  Negara  

Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 

Tahun  1997  ten tang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24 Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  maka  Tergugat  I I  mener ima  sa l i nan  

resmi / f o t o kop i  lega l i s i r  putusan  dan  penetapan  

pengad i l an  te rsebu t  d i  atas ,  te rmasuk  fo tokop i  

lega l i s i r  dar i  Sal inan  Resmi  Putusan  Penin jauan  

Kembal i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  428  PK/Pdt /2007  
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tangga l  22 Januar i  2008 dar i  p ihak  Pemohon send i r i ,  

ya i t u  Saudara  Tjh ia  Liong  Ho dan  kawan- kawan  (7  

orang) ,  karena  pera tu ran  menetapkan  bahwa kewaj i ban  

untuk  melampi r kan  sa l i nan  resmi / f o t o kop i  lega l i s i r  

penetapan  atau  putusan  pengad i l an  dan  sa l i nan  

Ber i t a  Acara  Eksekus i  ada  pada  pemohon  yang  

berkepent i ngan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  fo tokop i  lega l i s i r  Sal inan  Resmi  Putusan  

Penin jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  428 

PK/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008  disampaikan  

pihak  Pemohon send i r i ,  ya i t u  Saudara  Tjh ia  Liong  Ho 

dan kawan- kawan (7  orang) ,  mela lu i  sura tnya  tangga l  

15 Desember  2009,  d i tu j u kan  kepada  Tergugat  I I  dan  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  (Buk t i  

T. I I - 6)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  

te lah  menerb i t kan  Pengumuman mela lu i  sura t  Nomor  

64/7 - 19.71 .300 / I / 2 010  tangga l  26  Januar i  2010  

(Buk t i  T. I I - 15.1 )  pada  Sura t  Kabar  Har ian  Pagi  

Bangka  Pos  tangga l  27  Januar i  2010  (Buk t i  T. I I -

15.2 ) ,  sebaga imana  juga  disebu tkan  da lam  Gugatan  

Nomor  16;

Bahwa    Pengumuman    te r sebu t     d i  atas    semata  

-  mata     untuk  

melaksanakan  keten tuan  dalam  Penje lasan  Pasa l  52  

ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  juga  melaksanakan  
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Dik tum  Ket iga  huru f  a  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  

a  quo  yang  memer in tahkan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Pangka lp i nang  menar i k  dar i  peredaran  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39  tangga l  29  

September  1998,  dan  apab i l a  penar i kan  t i dak  dapat  

d i l aksanakan  agar  diumumkan  dalam  sura t  kabar  

har ian  yang  te rb i t / b e r eda r  d i  wi layah  Kota  

Pangka lp inang  is i  Dik tum  Per tama  dan  Kedua  sura t  

Keputusan  a  quo  atas  biaya  pemohon  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

Nomor  39  tangga l  29  September  1998  t i dak  dapat  

d i ta r i k  dar i  p ihak  yang  memegangnya,  maka 

di te rb i t k an  Pengumuman te rsebu t  d i  atas ,  seh ingga  

dapat  d ike tahu i  umum  bahwa  Ser t i p i k a t  a  quo 

dinya takan  t i dak  ber l aku  lag i  berdasarkan  putusan  

pengad i l an  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  dan  

berdasarkan  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  sebaga imana  disebu tkan  da lam  sura t  Gugatan  

Nomor  17,  Penggugat   menyampaikan   sura t  tangga l  23  

Februar i  2010 di tu j u kan

 kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  

yang  tembusannya  juga  disampaikan  kepada  Terguga t  

I I  per i ha l  Kebera tan  atas  proses  pembata lan  
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Ser t i p i k a t  HGB No.39  /  Buki t  In tan  I I  atas  nama 

Tjh ia  Liong  Fat  (Buk t i  T. I I - 16)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Penggugat  te rsebu t  d i  atas  pada  

pokoknya  memohon  agar  d i t unda  pelaksanaan  sura t  

Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  sampai  adanya  putusan  

yang  mempunyai  kekuatan  hukum yang  te tap  di  da lam 

perkara   gugatan   ta ta   usaha  negara  yang  akan  

dia j ukannya ;

Bahwa  sura t  Penggugat  te rsebu t  d i  atas  juga  

melampi rkan  fo tokop i  Sal i nan  Resmi  Putusan  Perkara  

Perda ta  Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

12/Pd t .G /2007 /PN.PKP  tangga l  22  Januar i  2008  dan  

fo tokop i  Sal inan  Resmi  Putusan  Perkara  Perdata  

Pengad i l an  Tingg i  Bangka  Bel i t ung  Nomor  

03/PDT/BTH/2008/PT  BABEL  tangga l  5  Jun i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  te rhadap  sura t  kebera tan  te rsebu t  d i  atas ,  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  te lah  

menanggap inya  dengan  sura t  Nomor  

136/19 .71 .100 / I I I / 2 0 10  tangga l  10 Maret  2010 (Buk t i  

T. I I - 17)  dan  Nomor  140/19 .71 .100 / I I I / 2 0 10  tangga l  

22 Maret  2010              (Buk t i  T. I I - 18) ,  te tap i  

t i dak  di tanggap i  o leh  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  seharusnya  Penggugat  menanggap i  te r l eb i h  
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dahu lu  2 (dua)  sura t  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  

Pangka lp i nang  te rsebu t  d i  atas ,  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pasa l  48  ayat  1  ser ta  pen je lasannya  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  ya i t u  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  ”kebera tan ”  

dimaksud  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  Penggugat  te l ah  sa lah  menerapkan  hukum,  

sebaga imana  dimaksud  da lam  sura t  Gugatan  Nomor  21  

dan 22 ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  te l ah  

sesua i / t i d a k  ber ten tangan  dengan  asas- asas  dan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  yang  

te rka i t ,  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun  1997  ten tang  

Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24 Tahun 1997 ten tang  Pendaf ta ran  Tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun  1999  ten tang  

Pel impahan  Kewenangan  Pember ian  dan  Pembata lan  
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Keputusan  Pember ian  Hak  Atas  Tanah  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  9 Tahun  1999  ten tang  

Tata  Cara  Pembata lan  Hak Atas  Tanah  Negara  dan  

Hak Pengelo laan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te lah  sa lah  menerapkan  hukum dalam 

sura t  Gugatannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo 

sesua i / t i d a k  ber ten tangan  dengan  Pasa l  3  dan  4 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa dalam Pasa l  3  berbuny i  (ku t i pan  langsung  ) :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pendaf ta ran  tanah  ber tu j uan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

a. untuk  member ikan  kepas t i an  hukum  dan  

per l i n dungan  hukum kepada  pemegang  hak  

atas  suatu  bidang  tanah ,  satuan  rumah 

susun  dan  hak- hak  la i n  yang  te rda f t a r  

agar  dengan  mudah  dapat  membukt i kan  

di r i n ya  sebaga i  pemegang  hak  yang  
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bersangku tan ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

c . untuk  te rse lenggaranya  te r t i b  

admin is t r a s i  per tanahan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  Pasa l  4  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

(1 ) Untuk  member ikan  kepas t i an  dan 

per l i n dungan  hukum sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  3  huru f  a  kepada  pemegang 

hak  atas  tanah  yang  bersangku tan  

dibe r i kan  ser t i p i k a t  hak  atas  tanah .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Untuk  mencapai  te r t i b  admin is t r a s i  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  3 

huru f  c,  set i ap  bidang  tanah  dan  satuan  

rumah  susun  te rmasuk  pera l i han ,  

pembebanan,  dan  hapusnya  hak  atas  tanah  

dan  hak  mi l i k  atas  satuan  rumah  susun  

waj ib  dida f t a r .  - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  jus t r u  

te lah  memenuhi  Pasa l  3  dan  4  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  

seh ingga  member i  kepas t i an  hukum sebaga imana  yang  
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te lah  di t e t apkan  dalam  Putusan  Kasas i  dan  

Penin jauan  Kembal i  dar i  Mahkamah  Agung  RI  yang  

te lah  berkekua tan  hukum te tap  (ya i t u  Bukt i  T. I I - 9,  

14)  dan  mencapa i  te r t i b  admins t r as i  per tanahan  

untuk  suatu  hapusnya  hak  atas  tanah  ;  - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te lah  sa lah  menerapkan  hukum dalam 

sura t  Gugatannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo 

sesua i / t i d a k  ber ten tangan  dengan  Pasa l  30  dan  31 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  karena  Pasal  30  ada lah  sa lah  

satu  di  anta ra  pengatu ran  khusus  ( lex  spec ia l i s )  

untuk  keg ia tan  ”Pendaf ta ran  Tanah  Per tama  Kal i ” ,  

ya i t u  Bab IV  (Pasa l  13 sampai  dengan  35)  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  d imana  t i dak  ber laku  atas  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  yang  

membata lkan  sura t  Keputusan  Kepala  Kantor  Wi layah  

Badan Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  

Nomor  018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998  

Nomor  Urut  9  dan  juga  membata lkan  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  Nomor  39/Ke lu rahan  Buk i t  In tan  I I  
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tangga l  29  September  1998  ada lah  te rmasuk  keg ia tan  

”Pemel iha raan  Data  Pendaf ta ran  Tanah”  yang  dia tu r  

secara  khusus  ( lex  spec ia l i s )  da lam :

- Bab  V:  Pemel iha raan  Data  Pendaf ta ran  Tanah  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  36  sampai  dengan  Pasa l  56  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  khususnya  Pasal  52  dan  55  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bab  IV :  Pemel iha raan  Data  Pendaf ta ran  Tanah  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  94  sampai  dengan  Pasa l  139  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1997  ten tang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun  

1997 ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  khususnya  Pasa l  

125,  128,  dan  131;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa Penggugat  te lah  sa lah  menerapkan  hukum dalam 

sura t  Gugatannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo 

sesua i / t i d a k  ber ten tangan  dengan  Pasa l  55  ayat  (2 )  

dan  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  
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ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  yang  mana  Pasa l  55 

berbuny i  (ku t i pan  langsung)  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

(2 ) Pencata tan  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (1 )  dapat   d i l akukan   juga    atas  

permin taan   p ihak    yang

berkepen t i ngan ,  berdasarkan  sa l i nan  

resmi  putusan  Pengad i l an  yang  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  atau  

sa l i nan  penetapan   Ketua  Pengad i l an  

yang  bersangku tan  yang  d ise rahkan  

olehnya  kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Pangka lp i nang .  - - - - - - -

(3 ) Pencata tan  hapusnya  hak  atas  tanah ,  hak  

penge lo l aan  dan  hak  mi l i k  atas  satuan  

rumah  susun  berdasarkan  putusan  

Pengad i l an  di l akukan  sete lah  dipe ro l eh  

sura t  keputusan  mengenai  hapusnya  hak  

yang  bersangku tan  dar i  Menter i  atau  

Pejaba t  yang  di tun j uknya  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal            52  ayat  

(1 ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a quo  bukan  hanya  

sesua i / t i d a k  ber ten tangan  dengan  Pasa l  55  ayat  (2 )  

dan  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  
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ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  te tap i  juga  di te rb i t k an  

berdasarkan  keten tuan  dalam Pasa l  55  ayat  (2 )  dan  

(3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

te rsebu t            d i  atas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  I I  mendapatkan  Sal inan  

Resmi / f o t okop i  lega l i s i r  Putusan  dan  Penetapan  

te rka i t  dar i  badan  perad i l an  ada lah  dar i  p ihak  

pemohon  yang  berkepent i ngan ,  sebaga imana  leb ih  

lan ju t  d i  atu r  da lam  Pasa l  125  ayat  (2 )  dan  (3 )  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3  Tahun  1997  ten tang  

Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  

Tahun 1997 ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  yang  berbuny i  

(ku t i pan  langsung)  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pencata tan  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (1 )  dapat  pu la  d i l akukan  atas  

permohonan  pihak  yang  berkepen t i ngan  

dengan melampi rkan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. sa l i nan  resmi  penetapan  atau  

putusan  pengad i l an  yang  te l ah  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  

dan  sa l i nan  Ber i t a  Acara  Eksekus i  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - -

b. ser t i p i k a t  hak  atas  tanah  atau  

Hak Mi l i k  Atas  Satuan  Rumah Susun  

yang  bersangku tan ;  - - -

c . iden t i t a s  pemohon.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

(3 ) Pendaf ta ran  pencata tan  hapusnya  suatu  

hak  atas  tanah  atau  Hak  Pengelo laan  

atau  Hak  Mi l i k  Atas  Satuan  Rumah Susun  

berdasarkan  putusan  Pengad i l an  

di l aksanakan  oleh  Kepala  Kantor  

Per tanahan  sete lah  di te r imanya  sa l i nan  

keputusan  mengenai  hapusnya  hak  

bersangku tan  dar i  Menter i  atau  pe jaba t  

yang  di t un j uk .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  i t u  pihak  yang  berkepen t i ngan  

pemohon  pembata lan  sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Badan Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Sumatera  

Sela tan  Nomor  018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20 

Jun i  1998  Nomor  Urut  9  dan  juga  membata lkan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39/Ke lu rahan  

Buki t  In tan  I I  tangga l  29  September  1998  ada lah  

pihak  yang  harus  melengkap i  permohonannya  dengan  

Sal i nan  Resmi  Putusan  Pengad i l an  te rka i t  dan Ber i t a  

Acara  Eksekus i ,  te rmasuk  melampi r kan  /  menyampaikan  
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Sal i nan   Resmi   Putusan   Penin jauan

 Kembal i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  428  PK/Pdt /2007  

tangga l              22  Januar i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  te l ah  

sesua i  dengan asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  55  ayat  (2 )  huru f  

b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  jo .  Nomor  9 Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata   Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sura t  Keputusan  Tergugat  I I  a  quo  dan  juga  

Pengumuman  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Pangka lp inang  te lah  sesua i  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik ,  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- kepast i an  hukum;  dimana  penerb i t an  sura t  

Keputusan  a  quo  berdasarkan  atas  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  juga  

semata- mata  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  yang  

te lah  berkekua tan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- te r t i b  penye lenggaraan  negara ;  d imana  proses  

penerb i t an  sura t  Keputusan  a  quo  d i l akukan  
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berdasarkan  prosedur  yang  dia tu r  da lam 

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

khusus  untuk  proses  pembata lan  ser t i p i k a t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- kete rbukaan ;  d imana  Kepala  Kantor  Per tanahan  

Kota  Pangka lp i nang  karena  t i dak  dapat  menar i k  

dar i  peredaran  Ser t i p i k a t  yang  sudah  dinya takan  

t i dak  sah/be r l aku  oleh  Putusan  Pengadi l an  yang  

te lah  berkekua tan  hukum  te tap ,  sebe lum 

memproses  pencata tan  pembata lannya  melakukan  

pengumuman  te r l eb i h  dahu lu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- kesamaan;  dimana  Terguga t  I I  dan  Kepala  Kantor  

Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  t i dak  te l ah  

menanggap i  dan  memproses  permohonan  pembata lan  

ser t i p i k a t ,  te tap i  juga  menanggap i  kebera tan  

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

9. Bahwa  per lu  d iu ra i kan  juga  bahwa  putusan- putusan  

Pengad i l an  perkara  perda ta  yang  te lah  berkekua tan  

hukum te tap  yang  menjad i  dasar  penerb i t an  sura t  

Keputusan  Tergugat  I I  a quo ,  anta ra  la i n  :  - - - - -

- Putusan  Pengadi l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

16/Pdt .G /2002 /PN.PKP  tangga l  22  Januar i  2003  

(buk t i  T. I I - 7)  jo .  Putusan     Banding  

Pengad i l an     Tingg i     Palembang     Nomor
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 75/Pdt / 2003 /PT .PLG  tangga l  11  Agustus  2003  

(buk t i  T. I I - 8)  jo .  Putusan  Kasas i  Mahkamah Agung 

RI  Nomor  417  K/Pdt / 2004  tangga l  21  Jun i  2006  

(buk t i  T. I I - 9)  jo .  Putusan  Penin jauan  Kembal i  

Mahkamah Agung  RI  Nomor  428  PK/Pdt /2007  tangga l  

22  Januar i  2008  (buk t i  T. I I - 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Pengadi l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

02/EKS/2007 /16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP  tangga l  16  Mei  

2007  (buk t i  T. I I - 10)  jo .  Ber i t a  Acara  Eksekus i  

Nomor  02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /  2002/PN.PKP  tangga l  

25  Mei  2007  (buk t i  T. I I - 11)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Pengadi l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

02/Eks /2007 /26 /Pd t .G /2002 /PN.Pkp  tangga l  6 

Nopember  2008  (buk t i  T. I I - 12)  jo .  Ber i t a  Acara  

Eksekus i  Lan ju tan  Nomor  02/Eks /2007 /16 /Pd t .G /  

2002/PN.PKP tanga l  14 November  2008  (buk t i  T. I I -

13)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pada  pokoknya  menetapkan ,  sebaga imana  diu ra i kan  

lengkap  da lam  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI  

Nomor  417  K/Pdt / 2004  tangga l  21  Jun i  2006  (buk t i  

T. I I - 9) ,  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menetapkan  ah l i  war is  dar i  a lmarhum  Tjh ia  Ek 
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Sing  dengan  is t e r i n ya  Bong  Hiong  Nio  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

1.  Tjh ia  Tjha  Bo  (Pemohon  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a quo)

2.  Tjh ia  A Lay  (Pemohon sura t  Keputusan  Terguga t  

I I  a quo)

3.  Tjh ia  Liong  Fat  (Penggugat  in  casu )

4.  Tjh ia  Liong  Ho  (Pemohon  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a quo)

5.  Tjh ia  Mie  Lie  (Pemohon  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a quo)

6.  Tjh ia  Mie  Fa  (Pemohon  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a quo)

7.  Tjh ia  Mie  Tju  (Pemohon  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  a quo)

8.  Tjh ia  Liong  Tjuan  (Pemohon  sura t  Keputusan  

Tergugat  I I  aquo)

- Menyatakan  semua  sura t - sura t  kepemi l i k an  

te rhadap  tanah  dan  rumah  atas  nama Tjh ia  Liong  

Fat ,  te rd i r i  dar i  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d s t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Ser t i f i k a t  Hak  Guna Bangunan  No.  39  tangga l  29 

September  1998,  se lu ruhnya  adalah  cacat  hukum,  
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seh ingga  t i dak  mempunya i  kekuatan  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  2  (dua)  dua  

sura t  ob jek  gugatan ,  ya i t u  sura t  dar i  Tergugat  I  a  

quo  dan  sura t  Keputusan  Tergugat  I I            a  

quo ,  te rnya ta  dengan  je l as  dan  tegas  te l ah  sesua i  

dengan  pera tu ran  yang  ber laku ,  sesua i  dengan  asas-

asas  umum  pemer in tahan  yang  baik ,  dan  t i dak  

mengandung cacat  hukum ;  - - - - - - -

Maka,  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  I I  dengan  in i  memohon  agar  Yang 

Terhormat  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  cq.  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  berkenan  

menetapkan  Putusan  dalam  perkara  in i  yang  Amar 

Putusan - nya,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Dalam eksepsi :

Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

( Nie t  Onvantke l i j k  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  RI  

Nomor  4549/27 .1 - 600/X I / 2009  tangga l  2  November  2009  

per iha l  Permohonan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  HGB Nomor  

39/Ke lu rahan  Buki t  In tan  I I ,  t i dak  te rmasuk  objek  

perkara  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - -
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Menyatakan  sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  43/HGB/BPN.19 /2009  tangga l  28  

Desember  2009  ten tang  Pembata lan  Sura t  Keputusan  

Kepala  Kantor  Wi layah  Bada  n  Per tanahan  Nasiona l  

Prop ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  

018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998  Nomor  

Urut  9  Atas  Nama Tjh ia  L iong  Fat  ten tang  Pember ian  

Hak  Guna  Bangunan  Kepada  Peser ta  Prona  Tahun  

Anggaran  1997/1998  Ser ta  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  39  Tangga l  29  September  1998  Seluas  

726  m2,  Sura t  Ukur  Nomor  17/1998  tangga l  19  Januar i  

1998 Terca ta t  Atas  Nama Tjh ia  Liong  Fat ,  Ter le t ak  Di  

Kelu rahan  Buk i t  In tan ,  Kecamatan  Buk i t  In tan ,  Kota  

Pangka lp inang ,  t i dak  te rmasuk  ob jek  perkara  pada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam pokok perkara :

Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

( Nie t  Onvantke l i j k )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sah  sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

RI  Nomor  4549/27 .1 - 600/X I / 2009  tangga l  2  November  

2009  per iha l  Permohonan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  HGB 

Nomor  39/Ke lu rahan  Buki t  In tan  I I  ;  - - - - - - - - -

Menyatakan  sah  Keputusan  Kepala  Kantor  Wi layah  Badan  
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Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  43/HGB/BPN.19 /2009  tangga l  28  

Desember  2009 ten tang  Pembata lan  

Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  

018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998  Nomor  

Urut  9  Atas  Nama Tjh ia  L iong  Fat  ten tang  Pember ian  

Hak  Guna  Bangunan  Kepada  Peser ta  Prona  Tahun  

Anggaran  1997/1998  Ser ta  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  39  Tangga l  29  September  1998  Seluas  

726  m2,  Sura t  Ukur  Nomor  17/1998  tangga l  19  Januar i  

1998 Terca ta t  Atas  Nama Tjh ia  Liong  Fat ,  Ter le t ak  Di  

Kelu rahan  Buk i t  In tan ,  Kecamatan  Buk i t  In tan ,  Kota  

Pangka lp inang ,  t i dak  te rmasuk  ob jek  perkara  pada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Membebankan  sega la  b iaya  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  

kepada  Penggugat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sedangkan  Tergugat   I  te lah  

mengajukan  Jawaban Ter tu l i s  te r t angga l    25 Mei  2010  ,  

yang  is i n ya  sebaga i  ber i ku t  ;  -

I . Dalam eksepsi

A. Kompetensi  Absolut
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1. Bahwa  dasar  gugatan  Penggugat  sebaga imana  

diu ra i kan  dalam  gugatannya  merupakan  

sengketa  kepemi l i k an  atas  tanah  bekas  Hak 

Guna  Bangunan  Nomor  39/Ke lu rahan  Buk i t  

In tan  I I  yang  notabene  te lah  dinya takan  

t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum  sesua i  

dengan  Putusan  pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  16/Pdt .G /2002 /PN.PKP jo  

Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Palembang  Nomor  

75/Pdt .G /2003 /PT .PLG  jo  Putusan  Mahkamah 

Agung  RI  Nomor  417  K/Pdt /2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

2. Oleh  karena  dal i l  gugatan  te rsebu t  

berka i t an  dengan  kepemi l i k an  /  Keperda taan ,  

seharusnya  gugatan  te rsebu t  d ia j ukan  

mela lu i  Pengad i l an  yang  memi l i k i  kompetens i  

mengadi l i ,  ya i t u  Pengad i l an  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  dengan  demik ian ,  Pengadi l an  Tata  

usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  memi l i k i  

kewenangan  untuk  memer iksa  dan  memutus  

perkara  a quo .  Dan sangat  berdasar ,  apabi l a  

menyatakan  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  t i dak  berwenang  memer iksa  

dan  memutus  perkara  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Penggugat  Tidak  Berkual i t as  mengajukan Gugatan

(Disqual i f i c a to i r e  Exept ie )

1. Bahwa  berdasarkan  Putusan  Pengadi l an  yang  

te lah  berkekua tan  hukum  te tap ,  ya i t u  

Pengad i l an  Neger i  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  16/Pdt .G /2002 /PN.PKP jo  

Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Palembang   Nomor  

75/Pdt / 2003 /PT .PLG  jo  Putusan  Mahkamah 

Agung  RI  Nomor:  147  K/Pdt /2004 ,  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39/Buk i t  In tan  I I  

atas  nama  Tjh ia  Liong  Fat  1.c  Penggugat  

te lah  dinya takan  t i dak  mempunya i  kekuatan  

hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Bahwa berdasarkan  Pengad i l an  te rsebu t  angka  

1,  maka konsekuens i  yur id i s  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  Nomor  39/Buk i t  In tan  I I  

te rsebu t ,  t i dak  dapat  lag i  d i j ad i kan  

sebaga i  tanda  bukt i  yang  sah  ser ta  sudah  

t i dak  ada  hubungan  hukum lag i  anta ra  tanah  

te rsebu t  dengan  Tjh ia  Liong  Fat  1.c  

Penggugat  te rhadap  tanah  te rsebu t ,  dengan  

kata  la i n  Penggugat  t i dak  lag i  memi l i k i  

kapas i t as  dan  kepent i ngan  untuk  mengajukan  

gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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C. Bukan Obyek Tata  Usaha Negara

1. Bahwa  te rhadap  pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna Bangunan  Nomor  39/Buk i t  In tan  I I  untuk  

melaksanakan  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  16/Pdt .G /2002 /PN.PKP jo  

Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Palembang   Nomor  

75/Pdt / 2003 /PT .PLG  jo  Putusan  Mahkamah 

Agung  RI  Nomor:  147  K/Pdt /2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -  

2. Bahwa te rhadap  pembata lan  te rsebu t  d ia tas ,  

bukan  merupakan  obyek  Tata  Usaha Negara ,  

mela inkan  obyek  Keperda taan  /  Kepemi l i k an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I  Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa  Jawaban  Dalam  Ekseps i  merupakan  satu  

kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Jawaban  

Dalam Pokok  Perkara  ;

2. Bahwa  Terguga t  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  

dal i l  Pengguga,  kecua l i  te rdapa t  ha l -  ha l  yang  

secara  tegas  diaku i  kebenarannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

39/Buk i t  In tan  I I  d i te r b i t k an  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Wilayah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Prov ins i  Sumatera  Sela tan  Nomor  

018/HGN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  12  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Nomor  3  Tahun  1999  ten tang  Pel impahan  

Kewenangan  Pember ian  dan  Pembata lan  Pember ian  

Hak  atas  Tanah  Negara  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - -

1) Pembata lan  keputusan  pember in  hak  atas  

tanah  yang  te lah     d ike lua r kan     o leh  

Kepala     Kanto r     Per tanahan

 Kabupaten  /  Kotamadya  yang  te rdapa t  cacad  

hukum  penerb i t annya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -   

2) Pembata lan  keputusan  pember ian  hak  atas  

tanah  yang  kewenangan  pember iannya  

di l impahkan  kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  /  Kotamadya  dan  kepada  Kepala  

Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  Prov ins i  

untuk  melaksanakan  putusan  Pengad i l an  yang  

te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa dengan  per t imbangan  hukum dia tas ,  Kepala  

Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  memi l i k i  

kewenangan  membata lkan  Sura t  Keputusan  ser ta  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan,  dengan  demik ian  
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usu lan  pembata lan  di l an j u t kan  kepada  Kepala  

Kanto r

Wi layah  Badan  Per tanahan  Prov ins i  Kepulauan  

Bangka  Bel i t ung  untuk  dip roses  sesua i  keten tuan  

yang  ber l aku  sebaga imana  diu ra i kan  dalam Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Nomor  4549/27 .1 - 600/X I / 2009  tangga l  

2  Nopember  2009  ten tang  Permohonan  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39  /  

Kelu rahan  Buk i t  In tan  I I  ;  - - - - - - -   

6. Bahwa  berdasarkan  ura ian  pada  angka  3  dan  4 

dia tas ,  o leh  karena  Kepala  Kantor  Per tanahan  

Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  memi l i k i  

kewenangan  untuk  membata lkan  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna Bangunan  Nomor  39  /  Kelu rahan  Buki t  In tan  

I I  sebaga i   pe laksanaan   putusan   yang   te l ah  

berkekua tan  hukum

 te tap ,  maka  untuk  pembata lan  dikembal i kan  

kepada  Kanto r  Wi layah  Badan Per tanahan  Prov ins i  

Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  untuk  dip roses  sesua i  

keten tuan  hukum  yang  ber laku  sesua i  dengan  

Sura t  Deput i  Bidang  Pengka j i an  dan  Penanganan  

Sengketa  dan  Konf l i k  Per tanahan  Nomor  

4549/27 .1 - 600/X I / 2009  tangga  2  Nopember  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  Kantor  

Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  
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Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  Nomor  

43/HGB/BPN.19/2009  tangga l  28  Desember  2009,  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  39/Buk i t  

In tan  I I  te l ah  d iba ta l kan  untuk  melaksanakan  

putusan  Nomor  16/Pdt .G /2002 /PN.PKP  jo  

75/Pdt / 2003 /PT .PLG  jo  417  K/Pdt /2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l  –  ha l  yang  diu ra i kan  te rsebu t  d ia t s ,  

dengan  in i  Tergugat  mohon  kepada  Yang  Terhormat  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a 

quo untuk  member i  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - -

I DALAM EKSEPSI  :

- Mener ima  Ekseps i  Terguga t  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ;  - - - - - - - - - -

I I DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ,  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  yag  

t imbu l  dar i  perka ra  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Jawaban  Tergugat ,  

Kuasa  Para  Penggugat  mengajukan  Repl i k  pada  

pers i dangan  tangga l  2 Jun i  2010 dan               atas  
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Repl i k   Para   Penggugat ,   Kuasa   Terguga t  I   dan  

Kuasa Tergugat  I I

 mengajukan   Dupl i knya  masing  –  masing  pada  

pers i dangan  tangga l               9  Jun i  2010  yang  

untuk  mempers ingka t   ura ian   putusan ,  maka Repl i k  dan  

Dupl i k  te rsebu t  t i dak  d ican tumkan  dalam  putusan  akan  

te tap i  te rmuat  da lam Ber i t a  Acara  pers i dangan  perkara  

in i  yang  merupakan  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pihak  ket i ga  dalam perkara  in i  

Sdr .            THJIA  LIONG HOO  t i dak  pernah  datang  

walaupun  te lah  d ipangg i l  secara  patu t   ber tu ru t  –tu ru t  

3 ( t i ga )  ka l i  tangga l   5 Mei  2010,  tangga l  12 Mei  2010  

dan  tangga l   2  Jun i  2010   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  -  da l i l  

gugatannya  Kuasa  Para   Penggugat  te l ah  mengajukan  

bukt i  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang   te l ah  dibe r i  

matera i  cukup,   ser ta  dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  

P- 11  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

1. Bukt i  P – 1 : Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  

Kepulauan  bangka  Bel i t ung     Nomor  

43/HGB/BPN.19/2009    tangga l  

28  Desember  2009  ten tang  Pembata lan  
Halaman  75  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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Surat  Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  

Sumatera  Sela tan  

No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  tangga l  20 

Jun i  1998,  Nomor  Urut  9  atas  nama 

Tjh ia  Liong  Fat ,  ten tang  Pember ian  

Hak  Guna  Bangunan  kepada  peser ta  

Prona  Tahun  Anggaran  1997/1998 ,  ser ta  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.39  

tangga l  29 September  1998,  se luas  726  

M2,  Sura t  Ukur  No.17 /1998  tangga l  19  

Januar i  1998 te rca ta t  atas  nama Tjh ia  

Liong  Fat ,   te r l e t a k  di  Kelu rahan  

Buki t    In tan    I I ,    Kecamatan  

Buki t    In tan ,     Kota

 

Pangka lp inang ,  berdasarkan  Putusan  

Perkara  Perdata  Pengad i l an  Neger i  

Pangka l  Pinang  Nomor  

16/Pdt .G /2002 /PN.PKP  tangga l  22 

Januar i  2003,  Putusan  Banding  

Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Sela tan  

Nomor  75/Pdt / 2003 /PT .PLG  tangga l  11 

Agustus  2003,  Putusan  Kasas i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  417  

K/Pdt /2004  tangga l  16  Nopember  2005,  

Putusan  Penin jauan  Kembal i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  
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428/PK/Pdt / 2007  tangga l  

22  Januar i  2008.  (Fotocopy  sesua i  

dengan as l i  )  ;  

2. Bukt i  P – 2 : Pengumuman  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Pangka lp i nang  No.  64/7 -

19.71 .300 / I / 2 010  tangga l  26  Januar i  

2010  yang  dimuat  di  Sura t  Kabar  

Har ian  Babel  tangga l  27 Januar i  2010.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

 3. Bukt i  P – 3 : Sura t  dar i  Thj i a  Liong  Fat  te r t angga l  

23  Februar i  2010  di tu j u kan  kepada  

KepalaKanto r  Per tanahan  Kota  

Pangka lp inang ,  per iha l  :  Kebera tan  

atas  proses  pembata lan  Aer t i p i k a t  HGB 

No.  39/Buk i t  In tan  I I  atas  nama Thj i a  

Liong  Fat .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4. Bukt i  P – 4 : Gugatan  bantahan  te r t angga l  21  Mei  

2007,  yag  dia j ukan  oleh  Thj i a  Liong  

Fat  sebaga i  Pembantah ,  

dan  te rda f t a r  pada  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang    tangga l    23    Mei  

2007   dengan

Halaman  77  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
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 Regis te r  No.  12/Pdt .G /2007 /PN.PKP.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Bukt i  P – 5 :  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka lp inang  No.  No.  

12/Pdt .G /2007 /PN.PKP,  tangga l  22 

Januar i  2008.  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i  sa l i nan  )  ;  - - - - - -

6. Bukt i  P – 6 : Putusan  Pengadi l an  Tingg i  bangka  

Bel i t ung  No.  03/Pdt /B th / 2008 /PT .BABEL 

tangga l  05  Jun i  2008. .  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i  sa l i nan )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P – 7 : Risa lah  Pernya taan  Permohonan  Kasas i  

Nomor  :  12/Pdt .G /B th /2007 /PN.PKP 

tangga l  05  Agustus  2008.  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P – 8 : Memor i  Kasas i  te r t angga l11Agus tus  

2008  yang  dia jukan  oleh  Thj i a  Liong  

Fat ,  sebaga i  Pemohon  Kasas i .  

( fo t ocopy  sesua i   dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P – 9 : Sura t  Pener imaan  dan  Regis t r as i  

Berkas  Perkara  tangga l  2  November  

2009  Nomor  :  092149/2149  K/PDT/2009  

78
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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dar i  Pani te ra  Muda  Perdata  mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia .  ( fo t ocopy  

sesua i  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

10. Bukt i  P – 10 : Risa lah  Pember i t ahuan  Putusan  

pen in jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung 

R. I .  Nomor  :  428  PK/Pdt /2007 /PN.PKP,  

te r t angga l  21  Desember  2009.  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. Bukt i  P – 11 : Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  

39/ke lu rahan  Buki t  In tan  I I ,  tangga l  

29 September  1998,  atas  nama pemegang  

hak  :  Thj i a  Liong  Fat ,  dengan  Sura t  

Ukur  No.  17/1998  tangga l  19  Januar i  

1998  se luas  726  m2.  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya  Tergugat  I   te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t–su ra t   dan  te lah  dibe r i  matera i  cukup,  

ser ta  dibe r i  tanda   T  I  –  1 sampai  dengan  T  I  -  3 

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T I  – 1 : Sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  

Halaman  79  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4549/27 .1 - 600/X I / 2009  tangga l  2 

November  2009  Per iha l  Permohonan  

Pembata lan  Ser t i i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  39/Ke lu rahan  Buki t  

In tan  I I .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2. Bukt i  T I  – 2 : Pera tu ran  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  R. I .  Nomor  3 

Tahun  1999  ten tang  Pel impahan  

Kewenangan  Pember ian  dan  Pembata lan  

Keputusan  Pember ian  Hak  Atas  Tanah 

Negara  ;  (Buk t i  In fo rmandum  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T I  – 3 : Pera tu ran  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  R. I .  Nomor  9 

Tahun  1999  ten tang  Tata  Cara  

Pember ian  Hak dan Pembata lan  Hak Atas  

Tanah Negara  dan Pengelo laan .   (Buk t i  

In fo rmandum )  ;  

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  -  da l i l  

bantahannya  Terguga t  I I   te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t–su ra t   dan  te lah  dibe r i  matera i  cukup,  

ser ta  dibe r i  tanda   T I I  – 1 sampai  dengan          T 

I I   –  20,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1. Bukt i  T I I  – 1 : Sura t  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  yang  di tanda tangan i  Pl t .  

Deput i  Bidang  Pengka j i an  dan 

Penanganan  Sengketa  dan  Konf l i k  

Per tanahan  Nomor  4549/27 .1 -

600/X I / 2009  tangga l  2  November  2009  

Per iha l  Permohonan  Pembata lan  

Ser t i i k a t  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  

39/Ke lu rahan  Buki t  In tan  I I .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T I I  – 2 : Sura t  Keputusan  Kepala  

Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  Bangka  

Bel i t ung  Nomor  :  43/HGB/BPN.19/2009 ,  

tangga l                 28  Desember  

2009,  ten tang  Pembata lan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  

Sela tan  No.018/HGB/BPN/PRONA/1998  

tangga l  20  Jun i  1998,  Nomor  Urut  9 

atas  nama  Tjh ia  Liong  Fat ,  ten tang  

Pember ian  Hak  Guna  Bangunan  kepada  

peser ta  Prona  Tahun  Anggaran  

1997/1998 ,  ser ta  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Halaman  81  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan  No.39  tangga l  29  September  

1998,  se luas  726  M2,  Sura t  Ukur  

No.17 /1998  tangga l  19  Januar i  1998  

te rca ta t  atas  nama Tjh ia  Liong  Fat ,  

te r l e t a k  di  Kelu rahan           Buki t  

In tan    I I ,    Kecamatan     Buki t  

In tan ,    Kota

 Pangka lp inang ,  berdasarkan  Putusan  

Perkara  Perdata  Pengad i l an  Neger i  

Pangka l  Pinang  Nomor  

16/Pdt .G /2002 /PN.PKP  tangga l  22 

Januar i  2003,  Putusan  Banding  

Pengad i l an  Tingg i  Sumatera  Sela tan  

Nomor  75/Pdt / 2003 /PT .PLG  tangga l  11 

Agustus  2003,  Putusan  Kasas i  Mahkamah 

Agung Republ i k  Indones ia  Nomor 417

 K/Pdt /2004  tangga l  16  Nopember  2005,  

Putusan  Penin jauan  Kembal i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  

428/PK/Pdt / 2007  tangga l  

22  Januar i  2008.  (Fotocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  -

 3. Bukt i  T I I  – 3 : Sura t  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  Nomor  

570- 167- 29.01- 2009  tangga l  19  Apr i l  

2009  per iha l  Permohonan  pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  

82
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39/Buk i t  In tan  I I .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  - -

4. Bukt i  T I I  – 3.1 : Ber i t a  Acara  Penel i t i a n  

Nomor  BAP/01/  Maret / 2009 /PPSKP 

tangga l  18  Maret  2009  dar i  

Tim/Pe tugas  pada  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Panglakp inang .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i )  ;  - - -

5. Bukt i  T I I  – 4 : Sura t  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  

Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  Nomor  570-

419- 29- 2009  tangga l  15  Jun i  2009  

per iha l  Permohonan  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  

39/Buk i t  In tan  I I .  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

6. Bukt i  T I I  – 5 : Sura t  Permohonan  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  Hak Atas  Tanah  dar i  Thj i a  

Liong  Ho  (ber t i n dak  untuk  dan  atas  

nama d i r i  send i r i  dan  kawan – kawan,  

7  orang)  tangga l  2  Maret  2009.  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

7. Bukt i  T I I  – 6 : Sura t  dar i  Thj i a  L iong  Ho 

Halaman  83  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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(ber t i n dak  untuk  dan  atas  nama d i r i  

send i r i  dan  kawan  –  kawan,  7  orang)  

tangga l  15  Desember  2009  per iha l  

Kelengkapan  Berkas  Permohonan  

Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak  Atas  Tanah  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T I I  – 7 : Sal i nan  Resmi  Putusan  

Pengad i l an  Neger i  Pangka lp i nang  Nomor  

16/Pdt .G /2002 /PN.PKP  tangga l  22 

Januar i  2003.  (Fotocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy  yang  di l ega l i s i r  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T I I  – 8 : Sal i nan  Resmi  Putusan  

Banding  Pengad i l an  Tingg i  Palembang  

Nomor  75/Pdt / 2003 /PT .PLG  tangga l  11 

Agustus  2003.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy  yang  di l ega l i s i r  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T I I  – 9 : Sal i nan  Resmi  Putusan  

Kasas i  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia   Nomor  417  K/pdt / 2004  

tangga l  21  Jun i  2006.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11. Bukt i  T I I  – 10 : Penetapan  Pengadi l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  

02/EKS/2007 /16 /Pd t .G /2002 /PN.PKP 

tangga l  16 Mei  2007.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy  yang  di l ega l i s i r  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  T I I  – 11 : Ber i t a  Acara  Eksekus i  Nomor  

02/EKS/                   2007/  

16/Pdt / 2002 /PN.PKP  tangga l  25  Mei  

2007.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T I I  – 12 : Penetapan  Pengadi l an  Neger i  

Pangka lp inang  Nomor  

02/Eks /2007 /26 /Pd t .G /2002 /PN.Pkp  

tangga l  6  Nopember   2008.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 Bukt i  T I I  – 13 : Ber i t a  Acara  Eksekus i  

Lan ju tan   Nomor  02/Eks /  

2007/  16/Pd t / 2002 /PN.PKP  tangga l  14 

Nopember  2008.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r  )  ;  

Halaman  85  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  T I I  – 14 : Sal i nan  Resmi  Putusan  

Penin jauan  Kembal i  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia   Nomor  

428  PK /pd t / 2007  tangga l  22  Januar i  

2008.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy  yang  

di l ega l i s i r  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T I I  – 15 : Kl ipp ing  dar i  Har ian  Bangka  

Bel i t ung  Pos  tangga l  27  Januar i  2010  

dan  Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Pangka lp i nang  yang  

di t anda tangan i  Kepala  Seks i  Hak Tanah  

dan  Pendaf ta ran  Tanah  Nomor  64/7 -

19.71 .300 /T / I / 2 010  tangga l  26 Januar i  

2010  per iha l  Pengumuman  Pembata lan  

Ser t i p i k a t  ( fo t ocopy  sesua i   dengan  

as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  T I I  – 16 : Sura t  dar i  Thj i a  L iong  Fat  

tangga l  23  Februar i  2010  per iha l  

Kebera tn  atas  proses  pembata lan  

ser t i p i k a t  HGB No.  39/Buk i t  In tan  I I  

atas  nama Thj i a  Liong  Fat .   ( fo t ocopy  

sesua i  as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - -

86
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18. Bukt i  T I I  – 17 : Sura t  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  yang  

di t anda tangan i  Kepala  Subbag ian  Tata  

Usaha  Nomor  136/19 .71 .100 / I I I / 2 0 10  

tangga l  10  Maret  2010  per i ha l  

kebera tan  atas  proses  pembata lan  

Ser t i p i k a t  HGB No.  39/buk i t  In tan  I I  

atas  nama Thj i a  Liong  Fat .  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i  )  ;  - - -

19. Bukt i  T I I  – 18 : Sura t  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Pangka lp inang  yang  

di t anda tangan i  Kepala  Subbag ian  Tata  

Usaha  Nomor  140/19 .71 .100 / I I I / 2 0 10  

tangga l  22  Maret  2010  per i ha l  

kebera tan  atas  proses  pembata lan  

Ser t i p i k a t  HGB No.  39/buk i t  In tan  I I  

atas  nama Thj i a  Liong  Fat .  (  UNDANGAN 

KE-2) .  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i  )  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

20. Bukt i  T I I  – 19 : Buku  Tanah  Hak  Hak  Guna 

Bangunan  No.  39/Buk i t  In tan  I I  tanga l  

29  September  1998  atas  nama  Thj i a  

Liong  Fat .  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

Halaman  87  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  T I I  – 20 : Sura t  Ukur  Nomor  17/1998  

tangga l  19  Januar i  1998  seb idang  

tanah  te r l e t a k  d i  ke lu rahan  Buki t  

In tan  I I ,  Kecamatan  Buki t  In tan ,  Kota  

Pangka l  Pinang ,  se luas  726  M2.  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Pihak   t i dak  mengajukan  

saks i ,  meskipun  te l ah  dibe r i  kesempatan  untuk  i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa  Kuasa  Penggugat ,  Kuasa  

Tergugat  I  dan  Kuasa  Tergugat  I I   masing  –  masing  

mengajukan  kes impu lannya  pada  pers i dangan  tangga l  30  

Jun i  2010  yang  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  

maka  kes impu lan  te rsebu t  t i dak  dican tumkan  dalam 

putusan  akan  te tap i  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  Perkara  in i   ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  pihak  menyatakan  t i dak  

mengajukan  apa–apa  lag i  da lam  perkara  in i  dan  

se lan ju t nya  mohon putusan   :  - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

88
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  yang  te l ah  dipe rba i k i  da lam  Pemer iksaan  

pers i apan  adalah  sebaga imana  te ru ra i  pada  duduknya  

sengketa  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  obyek  sengketa  dan  

yang  dimohonkan  untuk  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

ada lah  Sura t  keputusan  dar i  Terguga t  I  (Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  RI)  dan Terguga t  I I  (Kepa la  Kantor  

Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kepulauan  

Bangka  Bel i t ung )  ya i t u  Sura t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. No.  43/HGB/BPN.19/209  tangga l  28  Desember  2009  

ten tang  Permohonan  Pembata la  SHGB No.  39/Ke l .  Buk i t  

In tan  I I  (Buk t i  T. I - 1               =  T. I I - 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. No.  43/HGB/BPN.19/209  tangga l  28  Desember  2009  

ten tang  Pembata lan  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  Sela tan  No.  

018/BPN/PRONA/1998  tangga l  20  Jun i  1998,  nomor  uru t  

9  atas  nama TJHIA  LIONG FAT,  ten tang  Pember ian  HGB 

kepada  peser ta  PRONA Tahun  Anggaran  1997/1998  ser ta  

Ser t i p i k a t   HGB  No.  39   tangga l   29   September  

1998  se luas  726 m2,  

Sura t  Ukur  No.  17/1998  tangga l  19  Januar i  1998  

te rca ta t  atas  nama  TJHIA  LIONG FAT  te r l e t a k  di  

Halaman  89  dar i  102  ha l aman  Putu s an  No.  
45 /G /2010 / PTUN- JKT
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Kelu rahan  Buk i t  In tan  I I ,  Kecamatan  Buki t  In tan  Kota  

Pangka l  Pinang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I  menyangka l  

da l i l  –  da l i l  gugatan  Penggugat  yang  di tuangkan  

dalam  jawaban  te r t u l i s n ya  tangga l  25  Mei  2010  dan  

tangga l  5  Mei  2010  yang  dise r t a i  dengan  ekseps i -  

ekseps i  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  hak im  

mempert imbangkan  pokok  perkaranya  te r l eb i h  dahu lu  

mempert imbangkan  ekseps i  dar i  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Dalam Eksepsi  :

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim 

mempela ja r i  ten tang  ekseps i  –  ekseps i  yang  d ia j ukan  

oleh  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  ekseps i  –  ekseps i  te rsebu t  ada lah  

te rmasuk  ekseps i  la i n  –  la i n  yang  dipu tus  bersama  – 

sama  dengan  pokok  perkara  sesua i  keten tuan  Pasa l  77  

(3 )  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa adapun  ekseps i  –  ekseps i  yang  

dia j ukan  oleh  Tergugat  I  pada  pokoknya  ten tang  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. Kompetens i  Absolu t

Karena  Penggugat  pada  pr ins i pnya  mempermasalhkan  

ten tang  kepemi l i k an  yang  tempatnya  di  Pengad i l an  

Neger i  dan  bukan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Penggugat  t i dak  berkua l i t a s  mengajukan  gugatan  

( Disqua l i f i c a t o i r e  exept i e )

Karena  sengketa  kepemi l i k an  anta ra  tanah  yang  

dipe rmasa lahkan  dengan   Pengugat   sudah   d ipu tus  di  

pengad i l an  Neger i  Panga l  Pinang  

No.  16/Pdt .G /2003 /PN.PKP,  band ing  di  Pengad i l an  

Tingg i  Palembang  No.  75/Pd t / 2003 /PT .PLG  dan  Kasas i  

d i  Mahkamah  Agung  RI  No.  417  K/Pdt /2004  ser ta  

Penin jauan  kembal i  No.  428/PK/Pdt / 2007  tangga l  

22 Januar i  2008 yang  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  dan pihak  Penggugat  berada  di  p ihak  yang  ka lah  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Bukan Obyek Tata  usaha  Negara

Karena  obyek  sengket  a  quo  mlaksanakan  Putusan  

Pengad i l an  yang  te lah  mempero leh  kekua tan  hukum 

te tap  dimana  pihak  Penggugat  berada  d i  p ihak  yang  

ka lah ,  dengan  demik ian  bukan  obyek  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa   sedangkan  ekseps i  yang  

dia j ukan  oleh  Tergugat  I I  pada  pokoknya  adalah  ten tang  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. Bukan Obyek Tata  Usaha Negara

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  

mengadi l i  obyek  sengketa  bukt i  T. I I - 2  karena  

Tergugat  I I  melaksanakan  Putusan  Pengad i l an  yang  

te lah  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  dimana  pihak  

Penggugat  berada  di  p ihak  yang  ka lah ,  maka  sesua i  

keten tuan  Pasa l  2  huru f  e  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  t i dak  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  sengketa  a  quo  kerena  bukan  obyek  

sengketa  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  -  ekseps i  yang  

dia j ukan  oleh  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I  maka 

Penggugat  menyangka l  da lam  Repl i knya  yang  pada  

pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk Eksepsi  Tergugat  I  :  

A. Tentang  Ekseps i  Kompentens i  Abso lu t

Bahwa Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  berwenang  untuk  

memer iksa  dan   mengadi l i   gugatan   a  quo   karena  

Sura t   Keputusan  Tata   Usaha
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 Negara  yang  d ike lua rkan  o leh  Tergugat  I  dan Terguga t  

I I  se laku  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

melaksanakan  urusan  Pemer in tah  yang  bers i f a t  

Konkre t ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l  yang  menimbulkan  

ak iba t  hukum bag i  Penggugat  dengan  demik ian  ekseps i  

te rsebu t  harus  d inya takan  di to l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

B. Tentang  Ekseps i  Penggugat  t i dak  berkua l i t a s  

mengajukan  gugatan  ( Disqua l i f i c a t o i r e  exept i e )

Bahwa  Penggugat  berkua l i t a s  mengajukan  gugatan  

karena  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  te l ah  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ket i ka  

perkara  Perdata  bantahan  yang  dia jukan  oleh  

Penggugat  d i  Pengad i l an  Neger i  Pangka l  Pinang  masih  

da lam  proses  pemer iksaan  yang  sampai  saat  in i  

kasas inya  belum dipu tus  ;  - - - - - - - - - - - -

C. Tentang  Ekseps i  Bukan Obyek Tata  usaha  Negara .

Bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rb i t k an  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  (obyek  

sengketa  –  obyek  sengketa  a  quo)  bers i f a t  Konkre t ,  

In i v i dua l  dan  Fina l  ser ta  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk Eksepsi  Tergugat  I I  :

A. Tentang  Ekseps i  Bukan Obyek Tata  usaha  Negara .

Bahwa  obyek  sengke ta  –  obyek  sengke ta  a  quo  
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di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  ket i ka  

perkara   bantahan  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  di  

Pengad i l an  Neger i  Pangka l  Pinang  masih  da lam proses  

pemer iksaan  yang  hingga  saat  in i  kasas inya  be lum 

dipu tus . - - - - -

Menimbang,  bahwa  te r l epas  dar i  bantahan  /  

sanggahan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  maka  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  Ekseps i  –  Ekseps i  dar i  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te r l eb i h  dahu lu  ten tang  

Ekseps i  obyek  sengketa  -  obyek  sengke ta  a  quo  bukan  

obyek  Tata  usaha  Negara ,  karena  melaksanakan  Putusan  

Pengad i l an  sesua i  keten tuan  Pasa l  2  huru f  e  Undang  –  

Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  permasa lahan  

hukumnya  ada lah  apakah  benar   obyek  sengketa  -  obyek  

sengketa  a  quo  melaksanakan  putusan  Pengad i l an  ?  dan  

apakah  obyek  sengketa  -  obyek  sengke ta  a  quo 

dike lua r kan  ket i ka  dia j ukan  gugatan  bantahan  di  

Pengad i l an  Pangka l  Pinang  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  hak im  

mempela ja r i  buk t i  –  bukt i  dar i  kedua  belah  p ihak  maka 

te rdapa t  fak ta  hukum sbaga i  ber i ku t  :  - -

- Bukt i  T. I I  –  7   ya i t u  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Pangka l  Pinang  ;  - - - - - - -
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- Bukt i  T. I I  –  8   ya i t u  Putusan  Banding  Pengad i l an  

Tingg i  Palembang ;  - -

- Bukt i  T. I I  – 9  ya i t u  Putusan  Kasas i  Mahkamah Agung 

RI  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

- Bukt i  T. I I  –  14  ya i t u  Putusan  Penin jauan  Kembal i  

mahkamah Agung RI

dimana  p ihak  TJHIA  LIONG FAT (Penggugat )  benar  berda  

dip i hak  yang  ka lah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  dar i  Bukt i  T. I I  – 

7,  T. I I  – 8,            T. I I  – 9 T. I I  – 7,  dan  T. I I  –  

14  ada lah  putusan  yang  te lah  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  maka  j i ka  Tergugat  akan  melaksanakan  putusan  

yang  te lah  mempunya i  kekuatan  hukum te tap  prosedurnya  

sebe lum  Tergugat  melaksanakan  Putusan  Pengadi l an  yang  

te lah  mempunya i  kekuatan  hukum te tap  sesua i  keten tuan  

Pasa l  36  (3 )  Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  2004  

ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  mengatu r  bahwa  :  

Pelaksanaan  Putusan  Pengad i l an  dalam  perkara  perda ta  

di l akukan  oleh  Pani te ra  dan  Jurus i t a  dip imp in  oleh  

Ketua  Pengad i l an  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  T. I I - 10 

ya i t u  Penetapan  Ketua   Pengad i l an    Neger i   Pangka l  

Pinang  No.  02 /  EKS /  2007  tangga l            

16  Mei  2007  dan  bukt i  T. I I - 11  ya i t u  Ber i t a  Acara  

Eksekus i  No.02 /EKS/2007/16 /Pd t .G /2007 /PN.PKP  tangga l  
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25 Mei  2007  ser ta  bukt i  T. I I - 12 ya i t u  Penetapan   Ketua  

Pengad i l an  Neger i  Pangka l  Pinang  No.  

02/EKSI /2007 /26 /Pd t .G /2002 /PN.PKP   tangga l  6  November  

2008  dan  bukt i  T. I I - 13  ya i t u  Ber i t a  Acara  Lanju tan  

Eksekus i  No.02 /EKS/2007/16 /  Pdt .G/2007 /PN.PKP  tangga l  

14 November  2008,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa 

te lah  di l aksanakan  Eksekus i  Ri i l  sesua i  keten tuan  

Pasa l  36  (3 )  Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  2004  

ten tang  Kekuasaan  Kehak iman  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Eksekus i  Ri i l  yang  

di l aksanakan  oleh  Pengad i l an  Neger i  Pangka l  Pinang  

te rsebu t  maka  TJHIA  LIONG HO sebaga i  pemenang  dalam 

kasus  perda ta  in  l i t i s ,  mohon  kepada  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Kepulauan  

Bangka  Bel i t ung  mela lu i  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Pangka l  Pinang  untuk  membata lkan  Ser t i p i k a t  Hak  Atas  

Tanah  (Buk t i  T. I I - 5              dan  T. I I - 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  te rsebu t  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Pangka l  Pinang  meneruskan  

kepada  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  sesua i  

bukt i  T. I I - 3  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  RI           atas   sura t   Kepala   Kanto r  

Wi layah   Badan Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  

Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  (buk t i  T. I I - 4)  te rsebu t  

membalas  dengan  sura tnya  nomor  4549/27 .1 .600 /X I / 2009  

tangga l  2 November  2009  per iha l  Pembata lan  SHGB No.  39  

/  Buki t  In tan  I I  sesua i  bukt i  T. I - 1  =  T. I I - 1 

(obyek  sengketa )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  Sura t   Badan 

Per tanahan  Nasiona l  RI  (  bukt i  T. I - 1  =  bukt i  T. I I - 1)  

te rsebu t  Kepala  Kantor  Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Prov ins i  Kepulauan  Bangka  Bel i t ung  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  No.  43/HGB/BPN.19/2009  

tangga l               28 Desember  2009  bukt i  T. I I - 2 = 

P- 1 (obyek  sengketa )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  sanggahan  Penggugat  

yang  di tuangkan  dalam  Repl i knya  mengenai  ekseps i  

te rsebu t ,  bahwa obyek  sengke ta  -  obyek  sengketa  a quo  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  ket i ka  

sengketa  bantahan  masih  da lam proses  di t i n gka t  kasas i  

sesua i  bukt i  P- 4,  P- 6,  P- 7,  P- 8  dan   P- 9,  bahwa 

te rhadap  gugatan  bantahan  Penggugat ,  Penggugat  memohon 

juga  tun tu tan  Prov is i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  Prov i s i  

te rsebu t  Pengad i l an  Neger i  Pangka l  Pinang  t i dak  

mengabulkan  (buk t i  P- 5) ,  demik ian  juga  Putusan  

Pengad i l an  Tingg i  bangka  Bel i t ung  (buk t iP - 6) ,  t i dak  

mengabulkan  tun tu tan  prov i s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tun tu tan  Prov is i  

t i dak  d ikabu l kan  maka Maje l i s  hak im  berpendapa t  bahwa 

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  dapat  menerb i t kan   obyek  

sengketa  -  obyek  sengketa  a quo  ; - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  – 

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat   I I  

melaksanakan   Putusan   Pengad i l an   yang  te l ah  

mempero leh  

kekuatan  hukum  te tap ,  maka  obyek  sengketa  -  obyek  

sengketa  a  quo  bukan  obyek  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

berwenang  untukmemer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  

sengketa  in  l i t i s  sesua i  keten tuan  Pasa l  2  huru f  e 

Undang  –  Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  maka  ekseps i  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  ten tang  Bukan  Obyek  

Sengketa  Tata  Usaha  Negara  harus lah  d inya takan  

di t e r ima  ;  

98

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  berhubung  Ekseps i  Tergugat  I  

dan  Tergugat  I I  ten tang   Bukan  Obyek  Sengketa  Tata  

Usaha  Negara   d inya takan  di t e r ima  maka  ekseps i -  

ekseps i  se leb ihnya  t i dak  re levan  lag i  untuk  

dipe r t imbangkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  :

 Menimbang,  bahwa oleh  karena  ekseps i  Tergugat  I  

dan  Tergugat  I I  d inya takan  d i t e r ima ,  maka  gugatan  

Penggugat  bera lasan  hukum  untuk  d inya takan  t i dak  

di t e r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k e  Verk laa rd )  dan  pokok  

perkara  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  permohonan  Penggugat  

ten tang  penundaan  pelaksanaan  obyek  sengke ta  -  obyek  

sengketa  a  quo ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa t i dak  

re levan  lag i  untuk  d ipe r t imbangkan  karena  gugatan  

Penggugat  d inya takan  t i dak  di te r ima  ( Nie t  

Ontvanke l i j k e  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  di te r ima  maka Penggugat  dihukum untuk  
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membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  d i t en tukan  dalam 

amar  putusan  in i  sesua i  keten tuan  Pasal  10  Undang  – 

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ala t  –  a la t  bukt i  yang  t i dak  

dipe r t imbangkan  secara  tegas  tap i  re levan  d ianggap  

dipe r t imbangkan  dan  yang  t i dak  re levan  dikesampingkan  

namun  te tap  d iper i n t ahkan  untuk  di l amp i r kan  dalam 

berkas  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

MENGINGAT :  Undang  -  Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  

Undang  -  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  perubahan  

Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  Undang  –  Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  kedua  Undang  –  

Undang Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dan  pera tu ran  –  pera tu ran  la i n  yang  te rka i t  

dengan  sengketa  in i   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L  I

Dalam  Eksepsi  :

Mengabulkan   ekseps i  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

ten tang  Obyek  Sengketa  Bukan  Obyek  Tata  Usaha Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dalam Pokok Perkara  :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima   ( Nie t  

Outvanke l j k e  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

sebesar     Rp.  334.000 , -  (  t i ga  ra tus  t i ga  puluh  

empat  r i bu  rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Demik ian  d ipu tus  dalam  musyawarah  Maje l i s  

Hakim  pada  har i  Rabu tangga l  14 Ju l i  2010,   o leh  kami  

SRI  SETYOWATI,  SH.  sebaga i  Ketua  Maje l i s  Hakim,  

bersama -  sama HERMAN BAEHA,  SH.  MH. dan ANDRI MOSEPA, 

SH.MH.   masing  -  masing     sebaga i     Hakim   Anggota ,  

putusan  in i   d iucapkan   da lam   pers idangan  yang  

te rbuka   untuk    umum  pada   har i   Kamis   tangga l   15 

Jul i  2010  o leh   Maje l i s  Hakim te rsebu t   d ia tas  dengan  

diban tu  o leh  Hj .  YENI  YEANIWILDA,  SE.  SH.  MH.,  

sebaga i   Pani te ra   Penggant i    Pengad i l an   Tata   Usaha  

Negara  

Jakar ta ,  dengan  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat  

dan  Kuasa  Hukum Tergugat  I I  tanpa  dihad i r i  o leh  Kuasa  

Hukum  Tergugat  I  atau  Kuasanya   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KETUA MAJELIS HAKIM,
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                                               t td

                                           SRI  

SETYOWATI,  SH.

HAKIM   ANGGOTA  I  

HAKIM ANGGOTA I I

          t td  

t td

HERMAN BAEHA, SH.  MH.                    ANDRI  

MOSEPA,SH.  MH.

PANITERA PENGGANTI

  

t td

Hj .  YENI  YEANIWILDA,  SE.SH.MH.

Rincian  Biaya  Perkara  :

- Pendaf ta ran   ………………... .   Rp.     30.000 , -
- A T K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rp.  
50.000 , -
- Panggi l an   ……………………  Rp.   240.000 , -
- Matera i   Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
6.000 , -  
- Redaks i  Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
5.000 , -
- Leges  Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
3.000 , -
                                                     -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rp.    334.000 , -
        (T iga  ra tus  t i ga  puluh  empat  r i bu  rup iah )
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